PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN KARANTINA INDONESIA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2]
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana strategis
kementerian/lembaga  ditetapkan dengan peraturan
pimpinan kementerian/lembaga;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Badan Karantina Indonesia tentang Rencana Strategis
Badan Karantina Indone=ia Tahun 2024,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Momor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang
Karantina Hewan, lkan, dan Tumbuhan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6411]);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, lkan, dan
Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6878);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10};

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang
Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);

Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 842);



Menetapkan

_a

7. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun
2023 tentang Organigast dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara
Repuhlik Indonesia Tahun 2023 Nomor B43):

MEMUTLUSKEAN:
PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN KARANTINA INDONESLA
TAHUN 2024,

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Karantina Indonesia adalah lembaga pemerinlah
vang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang
karanting hewan, ikan, dan tumbuhan,

2. Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang
mempunyai Lugas melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang karantina.

Pasal 2

(1) Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun
2024, yang sclanjutnya  disebul  Renstra  Badan
Karanlin: Indonesia MErtpaKan dokumen
perencanaan Badan Karantina Indonesia untuk periode
1 {=satu) tahun di tahun 2024

(2] Renstra Badan Karantina Indonesia  disusun
nerpedoman pads  rencana  pembangunan jangka
menengah nasional hun 2020-2024 yang merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden.

(3} Renstra Badan Karantina Indonesia secbhagaimana
dimaksud pada avat (1] tercantum dalam Lampiran
yang merupaksn  bagian  tidak  terpisahkan  dari
Peraturan Badan ma.

Pasal 3

Renstra Badan Karantina Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 digunakan schagai;

a. pedoman dalam penyusunan Rencana kKerja Badan
Karantina Indonesia; dan

b. pedoman scluruh unit kerja di lingkungan Badan
Karantina Indonesia dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya,

Pasal 4
Data dan mformasi kinerja Renstra Badan Karantina
Indonesia vang lermuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi
Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA)
merupakan bagian yang tidak terpisabkan dari dokumen
Renstra Badan Karantina Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2

Pasal &
(1) Kepala Badan melakukan pemantauvan dan evaluas
terhadap pelaksanaan Renstra Badan Karantina
Inclonesia.
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(3)

(2)

o

Dalam melakukan  pemantavan dan evaluas
sebagaimana dimaksud pada ayar (1), Kepala Badan
memugaskan  pimpinan  masing masing unit  kerja
eselon [ di lingkungan Badan Karantina Indonesia,
Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
aval (1] dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam
1 (gaty) tahun,

Pasal 6
Laporan hasil pemantauan dan cvaluasi terhadap
pelaksanasn Renstra Badan Karanting Indoncsia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan
secara tertulis oleh Sekretaris Utama kepada Kepala
Badan Karantina Indonesia.
Laporan hasil pcmantavan dan cvaluasi sebagaimana
dimaksud pada aval (1) digunakan sebagai bahan
dalam penyusunan Renstra Badan Karanting Indonesia
sclanjurnya.

Pazal 7

Peraturan Badan ini mulai  berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar  sctiap  omang  mengetdhainye,  memerintabkan
pengundangan Peraturan Badan im dengan penempatannyi
dalam Benta Negara Republik Indonesia,

Ditetapkan di Jakaria
pada tangeal 5 Februarl 2024

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

SAHAT MANJZOIR PANGGABEAN

Divndangkan di Jakartia
pada tunegsl 6 Februarl 2024

DIREKTUR JENTIERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KREMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAST MANUSIA
REPU INDONESA,
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RENCANA STRATEGIS
BADAN KARANTINA INDONESIA TAHUN 2024

BAR 1. PENDAHULUAN

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang
Karantina Hewan, lkan, dan Tumbuhan, Badan Karantina Indonesias
merupakan salah  satu institusi yvang mempunyai tugas dan Mangsi
menjalankan sistem Perkarantinaan di Indonesia dengan menyelenggarakan
sistem pencegahan masuk, keluar dan terscharnva hama dan penvakil hewan
Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pPENEEAngEu
tumbuhan Karantina;, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap
keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan,
produk Rekavasa Genetik, Sumber Dayva Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing
Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serts Tumbuban dan Satwa Langka vang
dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/alau
dikeluarkan dari wilavah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai bagian dari alat negara, Badan Karantina Indonesiz merupakan
institusi vertikal yvang mencakup wilavah kerja di seluruh Indonesia dan
sesual Pasal @ Undang-Undang Nomaor 21 Tahun 2019 tentang Karantina
Hewan, [kan, dan Tumbuhan, Badan Karantina Indonesia menyebutkan
bahwa penyelenggaraan Karanting merupakan kewenangan Pemerintah
Pusat, schingga tidak didescentralisasi ke daerah. Pelaksanaan tugas din
fungsi lavanan karantina vang berada di dacrah dilaksanakan oleh Unit
Pelaksana teknis yang bertanggung jawab langsung kepada kepala Badan
Rarantina Indonesia. Namun demikian  pelaksanaan tugas dan [ungsi
karanting tetap berkoordinasi dan memerlukan dukungan dari pemeriniah
daerah, instansi dan/ atau lembaga lain.

Salah satu peran Badan Karantina Indonesia adalah  dukungan
ketersediaan pangan masyarakat melalul scktor pertanian dan perikanan,
Hal init merupakan wujud dukungan Badan Karanting Indonesia terhadap
ketahanan pangan dalam negeri sebagaimana diamanatkan Undang-undang
Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang
Masional (RPJPN) Tahun 2005 — 2025 dan Peraturan Presiden Momor 18
Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPIMN) tahun 2020 - 2024 yang merupakan RPIMN tahap keempat yvang
merupakan bagian dari RPJPN 2005 2025, Hentuk dukungan tersebut
dilakukan melalui upava mencegah masuk dan tersebarnya Hama Penvakit
Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit [kan Karantina (HPIK), Organisme
Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) serta pengawasan dan/atau
pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan
pakan dan muiu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Dayva Genetik,
Agensia Hayati, Jenis Asing [nvasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta
Tumbuhan dan Satwa Langka vang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari
suatu Area ke Ares lain. dan/atau dikeluarkan dar wilayah Negara Kesatuan
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Republik Indonesia. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat melindung
kekavaan keanckaragaman havati dari ancaman HPHE, HPIK dan OPTK,
mendukung peningkatan akses pasar komoditas | produk pertanian dan
perikanan Indonesia ke pasar internasional (frade tools) serta memberikan
konstribusi pencapaian target REJPN dan REIMN.

Wilayvah Indonesia yang berupa kepulauan menvehabkan adanya barrier
alami berupa lautan dun selat diantara pulau-pulau atau daratan, vang dapat
mencegah penyebaran hama dan penvakit hewan, ikan dan tumbuhan o
Indonesia. Namun demikian, semakin tingginva lalu lintas komoditas
pertanian dan perikanan melalui perdagangan ataupun pergerakan manusia,
baik dari luar negeri meupun antar area di dalam wilayah Rl membawa
konsekuensi semakin Lingginya risiko penyebaran hama dan penyakit hewan,
ikan dan tumbuhan vang terbawa pada kamoditas pertanian dan perikanan
vang dilalulintaskan.

Pada saat ini tantangan yang dihadapi Badan Karantina Indonesia
antara lain potensi gangeuan kelestarian sumberdava alam hayati karena
masuk dan tersebarnya hama dan penvakit hewan, ikan maupun tumbuhan,
Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap kesciahteraan Masvarakat
khususnya yang berganiung pada sektor pertanian, peternakan dan
perikanan. Tantangan global telah didentifikasi dan dilakukan upava
antisipasi melalui penyelenggaraan perkarantnaan antars lain: 1) ancaman
terhadap kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan; 2) jenis asing invasive
(ineasive species); 3) penyakit Zoonesis; 1) Bioterarism, 8] pangan yang tidak
sehat [mengandung cemaran di atas batas ambang): 6) kelestarian plasma
nutfah/keanckaragaman hayati; 7) hambatan teknis perdagangan; dan R)
ancaman terhadap kestabilan perekonomian Nasional,

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi upaya antisipasi
tantangan perkarantinaan, memerlukan dukungan sumber dava manusia,
Sarana-prasarana serta system nlormasi yvang dapat diandalkan. Sistem
informasi diharapkan menghasilkan dats dan informasi vang terkini dan
valid, Sistem informasi ini sangal diperlukan  untuk mewujudkan
ketertelusuran di Badan Karantina Indenesia baik aspek teknis MALPLIN
manajemen. Sistem ketertelusuran di Badan Karanting Indonesia bersifat
spesifik disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan,

Guna  mewujudkan  penvelenggarsan  karantina vang  kual,
berkelanjutan, efekiil dan efisien, diperlukan PETENCANAAT VAng malang,
terstrukiur, dan terukur yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra)
Badan karantina Indonesia, Renstra Badan Karantina Indonesia Tahun
2023-2024 disusun sebagai acuan pelaksanaan webyakan, program, dan
kegialan jangks menengah yang akan dijabackan dalam rencana kegiatan
tahunan dengan memperhatikan evaluasi tahunan, dinamika kehijakan, dan
kebutuhan masyarakat.

A. Kondisi Umum

Perkarantinaan Indonesia telah melskukan pengawalan Ketahanan
Pangan Nasional, meningkatkan daya saing dan akselerasi ckspor melalui
berbagal terobosan dan inovasi dalam perlindungan sumber dava havat,
fasilitast perdagangan dan aksclerasi ckspor serta pelavanan publik
berbasis digital dalam rangka mendukung visi besar Terwujudnya
Indonesia  Maju  vang Berdaulai, Mandiri  dan Herkepribadian
Berlandaskan Gotang Roveng

Capaian dan Evaluasi Renstra Badan Karantina Indenesia dan
Badan Karantina lkan Pengendaliun Mutu dan Kesmanan Hasil Perikanan
Tahun 2020 sampai dengan Semester | Tahun 2023 secara umum
menunjukkan capaian bernilai Baik. Secara rinci dapat dilibat pada
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Lampiran 3 dan 4. Kondisi umum perkarantinaan Indonesia dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penguatan Perkarantinaan Hewan

Berdasarkan Permentan No. 3238/ Kpts/PDR.630 /9 /2009, terdapat 65
penvakit Hama dan Penyakit Howan Karantina (HPHK) golongan | dan 56
penyakit golongan 11 Hama Penyakit Hewan Karantina golongan [ artinya
penyakil vang belum ada di Indonesia, sedangkan HPHK golongan 1
artinya penyvakit tersebut sudah ada di Indonesia. Temuan HPHK
Golongan | tabun 2019 vaitu Afnican Swine Fever, tahun 2021 ditemukan
HPHK golongan | vaitu Lumpy Skin Disease di tahun 2021 dan Penyakit
Mulur dan Kuku di tahun 2023,

Gambar 1. Jumlah jenis Hama dan Penvakit Hewan Karantina (HPHK]
Tahun 2018 - 2022; a} temuan HPHE hasil intersepsi atau
pemeriksaan  karantina  di tempat  pemasukan dan
pengeluaran, bl temuan HPHK hasil pemantauan

Tahun 2018 anahsa risike perkarantinaan hewan mengalami
peningkatan dikarenakan telah terbit Keputusan Kepala Badan Karantina
Indonesia  Nomor 609/KPTS/KR120/K/9/2018 1entang Pedoman
Analisis Risiko HPHEK. Selain itu juga didukung terbitnva Undang-Undang
Nomer 21 tahun 2019 tentang Kerantina Hewan, Tkan, dan Tumbuhan
vang mengamanahkan Analisis risiko  dalam  selurub pelaksanaan
Tindakan Karantina Hewan (TKH) sehingga Analisa risiko dapat dijadikan
dasar ilmiah dalam pelaksanaan tugas inti perkarantinaan.

E L L ! i__

Gambar 2. Penyelengzaraan Analisis Risiko Tahun 2018 - 2022: Analisis

Risiko (ANRISK) Hama Penyvakit Hewarn

Tahun 2018 - 2022 jumlah pemohon Instalasi Karantina Hewan (IKH)
mengalami peningkatan dari 335 pemohon di tahun 2018 menjad 2844
pemohon di mhun 2022, Peningkatan ini dikonstribust IKH Rumah Walet
untuk pemenuhan persvaratan ckspor sarang burung wallet.
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Frekuensi polaksanaan tindakan karantina pada kegiatan Operasional
Karantina Hewan sebagaimana Gambar 3 berikut:

Gambar 3. Frekuensi kegiatan operasional karantina hewan: a) Impor dan

Ekspor, b) domestik masuk (Domas) dan doemestok keluar (Dokel)

2. Penguatan Perkarantinaan Tkan

Karanting ikan sampal dengan tahun 2022 telah berperan mendorong
meningkatnya kinerja ekspor perikanan Indonesia, dengan nilal ckspor
mencapat UsSD 4,93 mliar, Nilai ekspor tersebut didominasi oleh komoditas
udang sebesar USD 1,72 miliar, komoditas Tuna Tongkel Cakalang (TTC)
sebesar USD 0,75 miliar, komoditas cumi sotong gurita [CSG) sehesar USD
2,56 mibar dan komoditss rajungan-kepiting senilai USD 0,39 miliar.
Peran Karantina lkan adalabh memberikan [asilitasi layanan scrtifikasi
jaminan kesehatan, muty dan keamanan hasil perikanan yang mencapai
13 1.000 lembar sertifikar untuk kesehatan ikan, dan 110,353 lembar
uniuk sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan vang meliput 157
negara tujuan ckspor, Volume lalulintas ckspor, impor dan domestik dan
sortifikat  kesehatan vang diterbitkan tabhun 202 -20023 (semester |

tergambar pada grafile berikut,
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Gambar 4. Jumlah Sertifikal Kesehatan [kan: a) Impor, b) Ekspor dan c)

Domestik Tahun 2021 -2023 (Scmester []

Sertifikasi lalu lintas ikan domestik antar area di dalam negeri pada
tahun 2022 mencapai 386,860 sertifikat dengan volume 3,633,066,367
ckor ikan hidup untuk twjusn konsomsi; 18,687 248 kg berupa ikan
scgar/beku folahan; dan 25916,819903 ckaor ikan berupa fkan hias,
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benih ikan/udang atau indukan ikan/udang, serta 50,859,767 ke media
pembawa berupa benda lain seperti pakan ikan, kulit kerang, dan lamn-
lain. Lalu lintas ikan domestik vang terawasi mencapai 499 071 kali
frekwensi, untuk ekspor scbhanyak 176.594 kali frekwensi, dan 5,640 kali
frekwensi untuk lala lintas kegiatan importasi ikan dan produlk
perikanan, Pengawasan dilaksanakan di 2493 pintu-pintiu pemasukan dan
pengeluaran yang ditetapkan, dan di 31 pos lintas batas negara (PLBN),
Pengawasan  dinitikberatkan  kepada  pencegahan dan  penindakan
pelanggaran hukum sesuai wewenangannyva, seria pengawasan terhadap
kepatuban entitag pelaku usahy atau masyarakat terkait dengan
persyaratan karantina dalam kegialan lalu lintas ikan dan produk
perikanan lainnya,

Hasil pemantauan HPIK selama tahun 2020 menemukan 16 jenis HPIK
dari total 37 jenis HPIK berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 91/KEPMEN-KP/2018 tentang Penctapan Jenis
Penyakit lkan Karantina, Organisme Penycbab, Golongan dan Media
Pembawa. Sementara pemantauan HPIK tahun 2021-2022 menemukan
16 jenis HPIK dan twtal HPIK berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan
dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penetapan Jenis Penvakit
Ikan Karantina, Organisme Penyebab, Golongan dan Media Pembawa,
Perbandingan jumlah jenis HPIK yang dilemukan deéngan peraturan
terkait penetapan jenis HPIK scbagaimana pada Gambar 5
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Gambar 5. Jumlah jenis HPIK vang ditemukan berdasarkan hasil
pemanatavan HPIK tahun 2020-2022

Hasil Pemetaan Jenis Tkan Asing Bersifat Invasil pada tahun 2020
ditemukan schanyak 48 Jenis (sesuai PermenKP Nomer 41 tahun 2014
tentang Larangan Pemasukan Jenis lkan Berbahaya Dari Luar Negeri Ke
Dalam Wilayah Negara Republik [ndonesia), sclanjutnya untuk tahun
2021 dan 2022 (sesuai dengan PermenKP No.19 tahun 2020 tentang
Larangan Pemasukan, Pembudidayvaan, Peredaran, Dan Pengeluaran
Jenis [kan Yang Membahayakan Dan Atau Merugikan Ke Dalam Dan Dari
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) ditemukan
schanyak 15 Jenis pada tahun 2021, dan sebanyak 31 Jenis pada tahun
2022,

Hasil Pemantauan Penvakil lkan Karentina pada tahun 2020
(Berdasarkan KepmenKP Nomar 91 Tahun 201 8] ditemukan schanyak 11
Jenis virus (VNN, KHV, TiLV, 8VC, Megalocytivinus, WSSV, THHNV, IMNV,
TSV, YHY, CMNV), 4 jemis Bakteri (AHPND, Aeromonas salmonicida,
Nocardin seniolae, Edwardsielln, ictaluri), | jers parasit (EHP|. Pada tahun
2021 (Berdasarkan RepmenkP Nomor 17 Tahun 2021) ditemukan
sebanyak 11 Jenis virus (VNN, KHV, TiLV, SVC, Megaloeytivirus, WSSV,
IHHNV, IMNV, TSV, YHV, CMNV], 1 jenis Bakteri [AHPND, Aeromonas
salmomicida, Necardia senolae, Edwardsiella, ictalur), 1 jenis parasil
(EHP). Pada tahun 2022 diwmukan sebanyak 10 Jenis virus ((VNN, KHV,
TiLV, BVC, Megalocytivirus, WSSV, [HHNV, IMNV, TSV, YHV| 4 jenis
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Bakteri [AHPND, Aeromanas salmornicida, Nocardia seriolas, Edwardsiella,
wtahury, 1 jenis parasgit (EHP).

Karantina Tkan scbagai kvmponen CIQS telah hadir di 31 lokasi
perbatasan dari 43 Iokasi perbatasan prioritas yang telah ditetapkan oleh
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Dani 31 lokasi perbatasan
tersebul diantgranya adalah di PLBN (Pos Lintas Batas Negara)
Jagoibabang, Aruk., dan Entikong di Kalimantan Barat, PLBEN Motaain,
Atambua-kab, Belu, PLBN Motamasin, Betun-Kab Malaka, dan PLBN
Wini, Kefa-TTU di Nusa Tenggara Timur, PLBN Skow dan Sota di Papua.
Untuk perbatasan laut yaitu Nunukan di Kalimantan Urara, Mianpas dan
blarore di Sulawesi Utara, Simeleu dan Sabang di Aceh, Natuna di
Kepulauan Riau, Hal ini untuk meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan
di lintas batas wilayah negara baik laut mapun darat atau di sentra-sentra
kelautan dan perikanan terpadu vang berkedudukan di pulau terluar

Guna penguatan lembaga penilai kesesuaian dalam peningkatan mutu
pelayanan publik di era digital ini, Karantina [kan telsh mengadopsi
standar mutu acuan internasional, Komite Akreditasi Nasional Badan
Standardisasi Nasional (KAN-IBSN) pada tahun 2022 secara berkala telah
mengakreditas 47 UPT-BKIPM, Standar sistem mutu tersebut yakni SNI-
ISO/IEC 9000; SNI-ISOSIEC 17020, SNI-ISO/IEC 17025 untuk
kompetensi laboratorium UPT-BKIPM, serta SNI-ISO/IEC 17043 untuk
Balai Uji Standar Karatina lksn [(BUSKI sebagai penvelenggara 1ji
profisiensi, dan 1SO/IEC 37001 dalam pengelolaan manajemen anti
penyuapan.

Penerapan pemeriksaan komoditas peritkanan vang masuk dalam
katagori pembatasan dan larangan (lartas). Pemberlakuan pemeriksaan
lartas border meérupakan implementasi Peraturan Menteri Kelutan dan
Perikanan Nomor 18/ Permen-KP/2018 lentang Jenis Komaditas Wajib
Periksa Karantina lkan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2844 /KM 4/2018 tentang Daller
Barang Yang [ibatasi Unituk Dicekspor Dan Dimpor Yang Wajib
Pemeriksaan Karantina Tkan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam
rangka  akselerasi pelayana ekspor/impor di pelabuhan
pengeluaran/ pemasukan,

Perbaikan lavanan sertifikasi melalui Implementing Arrangement for the
exchange of electronic ceriification [E-Cert) vang telah memberikan dampak
percepaian akses pasar komoditas perikanan. Dengan sistem E-Cerd,
proses pemeriksaan (border clegrance) di pelabuhan pemasukan dapat
dipercepat sehingea komoditas perikanan yang mayoritas adalab komoditi
mudah rusak [perishable goods) dapat scgera dikeluarkan dan pelabuhan
pemasukan: Selain efisiensi wakiu dalam proses sertifikasi, keuntungan
vang dapat diperoleh melahii sistem e-Cerf adalah pengiriman komoditas
perikanan akan dapat diidentifikasi sebelum komoditas tersebut masuk
ke negara tujuan ckspor,

3. Penguatan Perkarantinaan Tumbuhan
Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTE) kategori Al
dan A2 berdasarkan Permentan Nomor 31/ Permentan, KR.O10/9/2015

tentang Perubahan atas Permentan Nomaor
93 /Permentan /OT. 140/ 12,/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggy
Tumbuhan Karantina, Permentan Momaor

A1 /PERMENTAN/KROIO/T /2018 tentang Perubahan Kedua atas
Permentan Nomor 93/Permentan/ OT.140/12/2011 Tentang Jenis
Organisme Penggangeu Tumbuhan Karantina dan Permentan Nomor 25
Tahun 2020 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina,



Gambar 6. Jumlah jenis wmuan OPTK Al dan AZ; a) hasil pemantauan,
bl hasil Interseps tahun 2018 - 2022

Jumiah  pemberitahuan  ketidaksesuaian  (Notificalion of  Non-
Compliance/ NNC) dari negara tujuan ekspor komoditas pertanian yang
tidak memenuhi persvaratun disebabkan beberapa faktor diantaranyva
adalah:

1. Ditcmukannya scranges hidup pada komoditas yang diekspor oleh
otoritas karantina negara tujuan ekspor

2. Pencantuman Additional Declaration pada Phytosanitary Certificale (PC)
tidak lengkap. Hal ini terjadi pada PC yang menvertai komoditas
dengan tujuan Uni Eropa (UE);

3. Komoditas yang dikirim dilarang pemasukannya ke negara tujuan
ckspor karena merupakan inang dar: OPT fOPTK tertentu vang dicegah
pemasukannya ke negara tujuan ekspor;

4, Ditemukannya komoditas bukan benih yang masih mampu tumbuh
tunas, contohnya Kelapa bulat;

5. Komoditas tidak disertai PC ataupun Kemaszan kayu vang tdak
dibubuhi marka ISPM#15.

Pemberitahuan ketidak scsuaian atau Notification of Non-Compliance
[NNQ) yang diterima oleh pemerintah Indonesia antara tabun 2018 — 20232
pada kisaran 51 NNC di tabun 2019, dan 186 NNC di tahun 2020. Hal imi
disecbabkan karena peninglkatan frekuensi ckspor komoditas pertanian
scrta terbukanya akses pasar terhadap komoditas pertanian Indonesia,
namun pada prosestiya tdak sesual dengan persyaratan negara tujuan.
Tingginya NNC dikarenakan persvaratan koamanan pangan semakin
meningkat di tahun 2020 menerima 16 NNC dan di tahun 2021 menerima
12 NNC, khususva untuk penambahan uji cemaran.

Selain mererima NNC, Badan Karanting Indonesia juga menyvampaikan
pemberitabuan ketidak sesuaian atau NNC ke negara asal atas impor
media pembawa dari luar negeri. Hal ini dilakukan sebagai undak lanjut
atas ketidak sesuaian yang terjadi pada media pembawa dari luar neger
vang masuk ke Indonesia, NNC disampaikan kepada NPPO negara asal
dan Duta besar negars asal di Jakarta untuk dapat segera dilakukan
Tindakan perbaikan di negara asal media permbawa.
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Gambar 7. Penyelenggaraan Analisis Risitko Organisme Penpganggu
Tumbuhan (AROPT) Tahun 2018 - 2022: a] Pemasukan MP
Benih, b) Pemasukan MP Nan-Benth

Penyusunan AROPT Benth dilakukan untulk pemasukan benih vang
baru pertama kali dimasukkan ke wilayah Indonesia yaing jenis benih
berbeda dari negara yang sama atau jenis benih vang sama dari negara
vang berbeda serta belum pernah dilakukan Analisis Risiko, Tahun 2018
- 2020 udak semuanya drafll AROFT MP benih yvang sudah disusun dapat
dilakukan pembahasan, sedangkan tahun 2021 dapat melakukan
pembahasan beberapa drafl AROPT yang belum dibahas tahun
sebelumnya.

AROPT Pemasukan MP Non-Benib  disusun dalam  rangka
menentukan persyaratan lambahan atas media pembawa berupa produk
pertanian yvang akan dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia, Sedangkan
AROPT Pemasukan MP Benih disusun untuk menentukan persyaratan
tambahan vang dituangkan dalam rekomendasi pemasukan benih ke
dalam wilayah Indonesia,

Frekuenst tindakan karantina pada kegiatan Operasional Karantina
Tumbuhan sebagaimana Gambar 8. Tindakan karanting terscbut sudah
mencakup pengawasan pemasukan produk scgar asal tumbuhan (PSAT).
Kelompok media pembawa vang termasuk PSAT adalah media pembawa
dart kelompok bush segar, sayur secgar, serealia, kacang-kacangan,
polong-polongan serta produk segar perkebunan.

Salah satu kebijakan pengawasan PSAT adalah penutupan ijin impor
PSAT tahun 2018 atas PSAT dar Australia, Amerika Serikat dan Kanada
dikarenakan outbreak Bakier Listeria pada komoditas  Rockmelon
(Cancalowpes) dari Australia, Sclada Romaineg (Lacivca sativa) dari Armerika
Serikatl dan Sclada Komaine [Lactuce sativd) dan Kanada, (dinarasikan di
penerbitan ijin)
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Gambar 8. Frekuensi keglatan operasional karantina tumbuhan: a) impor

clan ekspor, b} domestik masuk {Domas] dan domestik keluar
(Dokel

4. Dukungan Kepatuhan Perkarantinaan

Dalam  rangka  penegakan  kepatuhan  terhadap  regulasi
perkarantinaan, setiap pelanggaran regulasi perkarantinean akan
dikenakan sanksi administratil berupa tindakan karantina penahanan,
penolakan, atau pemusnahan, Apabila dengan sanksi administratfl masth
dinilai tidak efcktil, maka akan diarahkan ke sanksi pidana untuk
memberikan efek jera. Sanksi administratif berupa penahanan, penolakan
atau pemusnahan tahun 2018 - 2022 untuk karantinag Hewan tahun
sebagaimana Gambar 9, sedangkan penashanan, penolakan  atau
pemusnahan karantina Tumbuban sebagaimana Gambar 10.

Dari grafik terhhat bahwa Teordapal kecendorungan penurunan

frekuensi Frekuensi penahanan, penolakan, pemusnahan komoditas
Karanting Hewan mulai tahun 2018 - 2022, Hal ini disebabkan karena
penggunag jasa  mendapatkan  sosialisast perkarantinaan vang
meningkatkan kepatuhan masyarakat, Terhadap beberapa komoditas
yvang dilakukan penahanan  dilanjutkan  dengan  penolakan  atau
pembebasan, schingga dapat mengurang! pemusnahan.
Pada komoditas karantina tumbuhan terlihat kecenderungan penurunan
frekuensi penahanan, penelakan, pemusnahan pada komoditas Karantina
tumbuhan mpor, domestik masuk maupun domestie keluar mula tahun
2020 - 2022. Hal i disebabkan karena pengguna jasa mendapatkan
snsimhisas perkarantinasn yang menmgkatkan kepatuhan ma:i}'arakat-
Namun pada kegiatan ekspor terjadi kecenderungan kenaikan frekuensi
penolakan komoditas Karantina Tumbuhan.
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Gambar 9. Frekuensi penahanan, penolakan, pemusnahan komoditas
Karantina lewan: a) impor, b} ckspor, ¢ domestik masuk, d)
domestik keluar (SBumber: Indonesia Quarantine Full Automation

System -1QFast, 2022)

a
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Gambar [0, Frekuensi penahanan, penolakan, pemusnahan komoditas
Karantina Tumbuhan: a} impor, b} ekspor, ¢) domestic masuls,
el domestic keluar (Sumber: mdonesia Ouarartine  Fuldl
Automation System - [QFast, 2022)

i




Sesuai amanat Undang-Undang Nomar 16 Tahun 1992 lentang Karantina
Hewan, lkan dan Tumbuhan vang direvisi dengan Undang-Undang Nomor
21 tahun 2019 tentang karantina Hewan, Tkan dan Tumbuhar, bahwa
lerhadap dugaan pelanggaran tindak pidana di bidang karanting hewan
dan tumbuhan dilakukan penegakan hukoum, Penvelesaian kasus tindak
pidana di bidang karantina hewan dan tumbuhan berupa pemberitahuan
bahwa berkas perkara sudah lengkap (P21) dari pihak kejaksaan atau
sural perintah penghentian penyidikan [(SP3) oleh atasan penyidik.

b C
Gambar [1. Jumlah kasus pelanggaran dan penvelesalannva: a) Total
kasus pelanggaran perkarantinaan, b) kasus dan status
penyelesaian kasus Karantina Hewan (P21, SP3 atau kasus
scdang proscs), ©) kasus dan status penyelesaian kasus
Karantina Tumbuhan (P21, 5P3 atau kasus sedang proses).

Penvelesaian kasus findak pidana di bidang karantina hewan
mengalami peningkatan mulai tahun 2018 - 2019, pamun demikian
mengalami penurunan mulal tahun 2019 - 2022, Untuk penvelesaian
kasus tindak pidans oi budang karantina tumbuhan mengalami
kecenderungan penurunan mulai tabun 2018 sampai dengan tahun 2022,
Penyelesaian kasus tindak pidana di bidang karantina tumbuhan sampai
tahap P21 mengalami penurunan di tahun 2019, namun demikian
mengalami kenaikan sampai tahun 2021 dan turun kembali di tahun
2023, Hal tersebut sejalan dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh
PPNS karantina. Proses penyclesaian kasus di bidang karantina
wmbuhan dengan S5P3 weriadi pada wmhun 2018 dan mengalami
peningkatan di tahun 2019 kemudian ada kembal tahan 2022,

Penanganan kasus  pelangearan  dibidang karanting i1kan dan
perikanan, pada tahun 2022 sebanyak |10 kasus sudah terselesaitkan
dertgan laporan pulbaket sebanvak 103 kasus, 79 kasus diselezaikan
dengan pembinaan, dan 24 kuasus dilanjutkan ke proses penyidikan,
Pelanggaran 1m pada umumnya adalah upava penyvelundupan sumber
daya ikan dan pelanggaran lerhadap ketentuan Internasional Convention
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an International Trade in Endoanggered Speces of Wild Fauna and Flora
|CITES). sedangkan sumber daya ikan vang dapat diselamatkan mencapal
nifai selatar Ep. 1 16 Milvar.

B. Potensi dan Permagalahan

Pembangunan ckonomi dalam lima tahun ke depan disrahkan uniuk
meningkatkan ketahanan ekonom yang ditunjukkan oleh kemampuan
dalam pengelolaan dan penggunaan sumber dayva ckonomi dalam
memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggl untuk memenuhi
pasar dalam neperi dan ckspor, Hasilnve diharapkan mendorong
pertumbuban yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan
keberlanjuian daya dukung sumber dava ekonomi bagl pemingkatan
kescjazhteraan secara adil dan merata,

Pembangunan ckonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, vaiu:
(1] pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2} peningkatan nilai tambah
ekonomi dan daya saing. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi
sinergl dan keterpaduan kebyakan lintas sektor yvang mencakup sekior
pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industr
pengolahan, pariwisata, ekonomi  kreatf, dan eckonomi digital
Pelaksanaan kedua fokus tersebul didukung denpan perbaikan data
untuk menjadi rujukan pemantsuan dan evaluasi capaian pembangunan,
serta perbaikan Kualitas kebijakan

Pada saat ini ancaman vang dapat mengganggu kelestarian sumber
daya alam, ketentraman dan kesehatan masyarakat, keschatan pangan,
gangpuan terhadap produksi seltor pertanian dan perairan, serta
lingkungan telah didefinisikan scbhagai ancaman yang perlu untuk dicegah
masuk dan penyebarannyva. Ancaman yang secara  global welah
diidentifikasi dapat dikendalikan secara efektf melalul penyelenggaraan
perkarantinaan antara lain: 1] ancaman terhadap keschatan hewan, ikan,
dan tumbuhan; 2] jenis asing muasive [nuasive species); 3) penyakit
Zoonosis, 4) Bioterrorism; 5) pangan yang tidak schat [mengandung
cemaran di  atas  batas  ambang); 6] kelestaman  plasma
nutfah/ keanekaragaman hayati; 7) hambatan teknis perdagangan: dan 8)
ancaman lerhadap kestabilan perekonomian Nasional,

Globalisasi dalam kerangksa perdagangan internasional, mendorong
semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertanap
hambatan tarifl dan kuota dalam perdagangan komaoditas pertanian antar
nepara, Keadaan ini mendorong masing-masing negara memperketat
persvaratan jaminan keschatan, muto dan keamanan hasil pertanian
sebagai instrumen perdagangan antar negara. Perdagangan internasional
distur oleh organisasi perdagangan dunia disebut World Trode
Crganization (WTG, dalam implementasinya organisasi  tersebut
menerbitkan berbagai perianjian vang berkaitan dengan pengaturan dan
prosecur di bidang perdagangan internasional. Beberapa perjanjian yang
telah diterbitkan antara lain: General Agreement on Tanffs and Trade
(GATT)., Agreement on Application of Sanitary and Phytosemtary Measure
(SPS) dan Trade Faclitation Agreement [THA]

Perjanjian SPS diberlakukan untuk mengatur lata cara perhindungan
terhadap keschatan manusia, hewan dan tumbuhan serta lingkungan
hidupnya dalam hubungannya dengan perdagangan  inlernasional,
Kescpakatan SPS berlaku dan mengikal secara global seluruh Negara
yang menjadi anggota WTO, Indomesia, sebagai salah satu negara anggota
WTO berkewajiban melaksanakan kescpakaran terscbut, Peran Badan
Karantina Indonesia yaitu: 1) mengoperasionalkan persyaratan teknis
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[persyaratan karantina) impor baik aehelum masuk (pre borden, di tempat
pemasukkan{border]) dan sciclah pemasukan [post Dorder) dalam upaye
tindakan perlindungan terhadap keschatan manusia, hewan, ikan,
tumbuhan dan lingkungan; 2} memfasilitasi ekspor komoditas pertanian
dan perairan melalui pemeriksaan, audit, verifikasi dan sertifikasi
karantina. ckspor agar persyaratan teknis yang ditentukan negara
pengimpor dapat terpenuhi; 3) turul serta memverilikasi persyaratan
tekenis negara tujuan ekspor agar wiep dalam koridor perjanjian SPS; 4)
sehagai *Notification Body' dan ‘National Enguiry Point’ SPS, peran tersebul
merupakart salah satu bentuk komunikasi persyaratan teknis yang akan
diberlakukan dengan organisasi internasional dan negara mitra.

Dalam rangka memulihkan ekenomi kawasan dan kepercayaan
investor asing, negara-negara ASEAN scpakat melakukan integrasi
ekonami agar kawassn ASEAN lebih menarik investor. Masyarakat
Ekonomi ASEAN-2015 (MEA) terdirt dar tga pilar, yvatu (a) politik dan
keamanan, (b} ekonomi, dan (2] sosial budaya. Pilar ekonomi merupakan
pilar wvang perlu diprioritaskan kasrena berdampak secara langsung
terhadap keberlangsungan dan daya saing perdagangan produk pertaman
Indonesia. Pilar ekonomi ini memiliki 4 (empat) targel strategis, vaitu: (1)
Adanya pasar wunggal dan hasis produksi; (2) Menuju kawasan berdaya
saing tingzi; (3) Pembangunan ekonomi merata; dan (4) Integrasi ASEAN
ke dalam ckonomi global, Unmk pilar ekonomi ini target peningkatan daya
saing harus mendapatkan prioritas utama dalam langkah dan upaya
tindak lanjut ke depan, Dava saing tidak saja untuk komoditas atau
produk, tetapi juga dalam aspek manajemen dan organisasi scria
pengembangan inovas) dan leknologl. Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN
[MEA) akan terbangun pasar tunggal dan basis produksi, dimana terdapat
aliran barang, jasa, investasi dan tenaga kerja terampil yang lebih bebas,
kawasan berdava saing tinggi, pembangunan ekonomi  merata,
pengembangan UKM ASEAN, serta integrasi ASEAN ke dalam ckonomi
global, Wujud kinerja MEA 2015 dari sisi karantina adalah [asilitasi
kelancaran arus barang/ produk pertanian yvang diperdagangkan. Dengan
demikian, salah sam fokus vang perlu mendapatkan perhatian serius
menyangkut kesetaraan sistem manajemen risiko antar negarda anggola
MEM,

Untuk dapal menjadi basis perekonomian nasional, maka komeoditas
pertanian dan perikanan Indonesia harus memiliki daya saing pasar yang
kuat, baik di lingkup domestik maupun pasar internasional,
Keberlanjutan perekonomian vang ditunjang oleh komaoditas pertanian
dan perairan, dan  kentribusinea pada  perdagsngan, serta  pasar
internasional ditentukan olch beberapa faktor, yakmi (a) kualitas dan
kontinuitas komoditas pertanian dan perikanan yang didukung oleh
informasi tata kelola produksl vang baik; (D) kemampuan promosi dan
negnsiasi internasional dengan prinsip saling menguniungkan; dan (c]
keberadaan dan status penyakil, Satu satunya faktor vang didefinisikan
schagai hambatan teknis adalah  keberadaan/status penyakit, yang
berdasarkan ketentuan internasional berkaitan dengan prevalensi hama
dan penyekit serta organisme  pengganggu  tumbuhan di suatu
arca/kawasarn, sistern surveilans yang dimiliki dan dilaksanakan, dan
sigtem pengendalian yang dibangurn,

Pembangunan ekonomi lima tahun ke depan merupakan kelanjutan
dari pclaksanaan pembangunan  pericds  sebelumnya  sehingga
permasalahan  yang  dibhadapi semakm kompleks di antaranya
permasalahan seputar perkarantinaan.
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1. Sarana dan Prasarana

Secara UMUM sarana dan prasarana karantina belum layak, padahal
tindakan karantina harus dilakukan di tempat ideal di tempat
pemasukan /pemasukan dan dipisahkan antara pemeriksaan barang
hiasa (misual barang barang elektronik] dengan barang-barang vang
berpotensi  menvebarkan HPHEK, HPIK, dan OPT. Penerapan
muanajemen risiko harus diterapkan oleh semua instansi, sehingga
seherapa hanyak barang yang akan dimpor/ekspor, baik melalui
pinti masuk resmi maupun yang tidak resmi, etap aman dan schat
beredar di Indonesia,

Fasilitas yang kurang memadai tersebut ditandai dengan tickale
lengkapnya fasilitas karantina, seperti a) laboraterium yang Belum
lerstandarisasi schinpgga menvebabkan tidak optimalnys upaya
pencegahan keluar dan masuknya OPTK, HPHE, dan HPIK, {b) tempat
pemeriksaan khusus media permbawa untuk melakukan undakan
karantina, (c) sarana eperasi berupa kapal patroli untuk melakukan
pengawasan di wilavah perbatasan, (d) prasarana untuk tindakan
karantina berupa pembongkaran dan penyimpanan barang barang
untuk proses lebih lanjur, penyediaan gudang atau lempal lainnyva
untuk penyimpanan barang bukti dalam proses penvidikan, dan (el
standardisasi instalasi korantina di selinp dacrah kepabeanan. DN
samping itu untuk memaksimalkan pelaksanaan tindakan karantina,
instansi karantina dapat bekerja sama dengan instansi lain vang

memiliki kelengkapan laburatorium, termasuk dengan
memberdayakan fasilitas  laboratorium  penguji  vang ada di
universitas.

2. Sumber Daya Manusia Karantina

Qumber daya manusia [SDM] karantina yang berkompeten masin
kurang schingga menyebabkan tidak optimalnya upava pencegahan
keluar dan masuknya HPHE, HPIK dan OPTK. Di samping itu belum
tersosialisasinya ketentuan terkait hama dan penyakit hewan, ikan
dan tumbuhan kepada aparat yang melakukan tindakan karantina
sehingga menyebabkan tlindakan karanting belum sesual dengan
kietentuan loin lerkait hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan.
Selama belum tersedia aparat tersebut sebenarnya karantina dapat
hekerja sama dengan instansi yang memiliki tenaga ahli hama dan
penyakil hewan ikan dan rumbuhan misalkan vang ada di perguruan
tnggi atan institusi lain yang menangani hama dan penyakit hewan,
‘kan dan tumbuhan. Kelembagaan karantina belum efekuf mengingatl
jumlah SDM dibanding luas wilayah dan pintu masuk wilayah
indonesia belum berimbang, Pengawasan karanuna hanya difokuskan
di pelabuban pelabuban besar, baik pelabuhsan laut ataupun i
Pelabuhan udara. Sedangkan untuk wilayah perbatasan negara masih
mengalami keterbalasan pegawai

Program kerja karantina belum dapat dila ksanakan secara maksimal
karena bidang kompetensi SDM yang dimiliki karantina pertanisan
hanva sebatas Sanjana Hama Penyakit Tanaman, Dokier Hewan,
Binlogi dan SMK Pertanian serta D3 Peternakan, Perlu dikembangkan
program kerja karantina secara lebih luas dengan menambah tenaga
analis kimia sebapai analis laboratarium, ténaga ahb hukum untuk
memberikan dukungan lerhadap penerbitan kebijakan yang efekul
dan efisicn, tenaga arsiparis untuk memperkuat  pemeriksaan
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dokumen karantina, tenaga ahl teknologi informasi untuk
memperkuat sistem jaringan pelayanan karantina perianian scria
tenaga ahli lainya yang mendukung penvelenggaraan perkarantinaan.

. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran

Pedoman pokok scbagai dasar pertimbangan untuk melakukan
penetapan tempat pemasukan dan tempat pengeluaran belum diatar
dalam UU KHIT, schingga dasar penentuan dan prosedur yang
digunakan berbeda-beda antara Karantina Hewan, lkan, dan
Tumbuhan, Kendala dalam penstapan tempat pemasukan dan
pengoluaran tersebul, antara lain karena beberapa kantor Unit
Pelaksana Teknis Karantina berada di lokasi yvang jauh dar jalur
lalulintas hewan, ikan dan tumbuhan di tempat pemasukan atau
pengeluaran.
Selgin ity terdapat tempat pemasukan dan pengeluaran yang masih
memerlukan dukungan dan penguatan perkarantin@an antara lain
wilavah perbatasan darar dengan negara lain [PLBN dan Pos
perbatasan), wilayah Papua dan Papua Baral, serta Pulau-pulau
terluar Indonesia.
Ditambah lagl dengan keterbatasan kuantitas maupun Kualilas
personil karantina untuk menangani frekuensi lalulintas hewan, ikan
dan tumbuhan di Unit Pelaksana Teknis. Keterbatasan kondisi sarana
dan prasarana juga berkonstrubusi terhadap risiko masuk dan
terscharnya hama dan penyvakit hewan, ikan, serta tambuhan karena
lolos dar Tindakan Karantina,

Permasalahan dan hambatan lain terkait lempat pemasukan dan

pengeluaran vaitu:

a. belum adanva sinergitas dan mekanisme sistem mput data lala
lintas barang masuk dan keluar tempat-tempat pemasukan dan
pengeluaran yvang dapal diakses oleh berbagai pihak yang
berkepentingan dengan tugas perigawasan barang atau tindakan
karanting terhadap media pembawa. Hal ini sangat berbeda
dengan INSW yang telah dimiliki Dingen Bea dan Cukai, sehingga
perlu diadapsi agar integrasi CIQP dapat terjalin dengan baik.

b, belum adanya sinergitas dan harmonisasi antara penerapan UU
KHIT dan Undang-Undang tentang Peternakan dan Keschatan
Hewan, schingga berdampak rerhadap implementasi pengamanan
vang berbedsa di lapangan terhadap wilavah/area dalam wilayah
Indonesia.

¢. perbedaan pengacuan  perundang-undangan  antara  Dinas
Peternakan dan Keschatan Hewan (PRH) dengan Balal karantina,
Dinas PKH mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 38 Tahun 2007 yang
berisi lentang pengawasan lalu lintas hewan antar provinsi,
scdangkan Balai Karanting mengacu pada UU KHIT. Perbedaan
pengacuan ini menyebabkan tumpang tindih dalam pelaksanaan
di lapangan, seperti balai karantina turut mengawasi hewan yang
sudah dinyatakan lolos dari  tahapan karantina dengan
mengadakan pengujian kembali dan surveilans, padahal hal
tersebut selama ini merapakan kewenangan Dinas PKH.

d. UL KHIT juga belum mengatur mengena pengenaan kewajiban
lindakan karanting kepada penumpang dari Juar yang membawa
ikan (dilindungi atau dalam jumlah yang melebihi ketentuan)
melalui pintu pemasukan karena tdak dapat terdeteksi x-ray vang
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dimiliki pelabuhan, khususnya bandara udara, vang hingga saat
ini belum ditetapkan scbagai tempat pemasukan,

Mangjemen ketelusuran (traceabilityl dan bie-security hewan,
ikan, dan tumbuhan

Belum tersedianyva manajemen ketelusuran [fraceability) dan bio-
security vang terintegras: secara nasional mengakibatkan kurang
maksimalnyva produktivitas dan efekuvitas ekspor hewan, ikan, dan
tumbuhan. Sistem inspeksi dan sertifikasi komoeditas pertanian dan
perikanan yvang dibangun harus mengacu pada sitem “farm to plate”
atan *farm to fork™ (dan bhulu sampai hilir]

Persyaratan Karantina dan Tindakan Karantina

Pelaksanaan persyoratant karantina yang  dilakukan oleh Balai
Karantina Pertanian dan Balal Karantina lkan dan Pengendalhan Mutu
dan keamanan hasil perikanan telah berjalan dengan baik dan sesuai
dengan UU KHIT, baik untuk antar-area maupun untuk antar-negara.
Namun demikian masih ditemukan kendala atau hambatan dalam
pelaksanaannya vaitu adanya pemasukan dan pengeluaran media
pembaws HPHEK, OPTK, dan HPIK yang tidak dilengkapi dengan
persyaratan Karantina dan pengguna jasa karantina yang belum
mengerti  tentang  persyaratan  yang  harus  dipenuhi dalam
melalulintaskan media  pembawa.  Permasalahan  penerapan
persyaratan  karantina yang lain adalah  mengenai interpretas
persvaraian karantina yang harus dipenuhi apakah dalam bentuk
surat keterangan/rekomendasi atau sertifikar kesehatan dari dinas
kesehatan dan peternakan hewan terkait. Hal ini berbeda dengan yvang
dikeluarkan olch Balal karantina lkan dan Pengendalian Mutu vang
mengeluarkan sertifikat kesehatan sebagui persyaratan karantina
ikan, Turkait dengan sistemn perdagangan yang semakin pesat, baik
lokal maupun internasional, scharusnya materi muatan UU KHIT
diperkuat saat media pembawa masuk maupun keluar wilayah
Indonesia, Dalam implementasinya penerapan persyaralan karantina
belum maksimal karens masih memberikan  kelonggaran  bagi
keluarnyva media pembaws karantina.

Khusus untuk hewan, wmbuhan, dan ikan yang berasal dan dalam
neperi atau tindakan pengeluaran, schelum mengambil tindakan
karantina harus mempertimbangkan rekomendasi dan instansi atau
dinas yang berwenang dari daerah asal atau dacrah tujuan. Karanting
wajib memberikan tembusan dats kepada pemerintah daerah (dinas
terkait] terhadap keluar dan masuk barang melalui karantina,
Beberapa produk mungkin tidak harus diperiksa rutin dan fisik, tetapi
cukup melihat sertifikatnya berlaku sampai kapan. Tetapi untuk
produk vang berbahaya perlu diperiksa secara fisik dan rutin/selalu.
Importir hewan harus sudah mendapat sertiikat sehat darn negara
asal. Hal lainnya yang menjadi kendala dalam tindakan karantina
adalah lketidakjelasan dokumen, termasuk identitas penginim (yang
memiliki) media pembawa tersebut. Jika dokumen tidak lengkap atau
misalnya memasuki daerah yang sedang diberlakukan kawasan
karantina, maka olomatis dilakukan penahanan. Jika pada batas
waktu vang lelah ditentukan tidak dupat melengkaps dokumennya
atau dipulangkan kepada pemilikoya, maka dilakukan permusnahan.
Pemusnahan ini kadang kala disavangkan, mengingat nilai/jenis
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barangnva vang mungkin langka atau berharga tingglh. Namun hal
tersebut merupakan kewajiban yvang harus dilakukan sesuai dengan
amanat Undang- Undang.

b,

Kewenangan Karantina

Upaya penguatan pelaksanasn tugas karantna salah satunya
adalah dengan mengembangkan sistemn intelijen karantina dan
bekerja sama dengan berbagal instansi, baik di dalam maupun luar
negeri. Kewenangan pengawdsan terhadap peredaran atau mutu
barang vang sudah melalui proses karantina menjadi wewenang
institusi lain sesual tmagas dan fungsi masing masing antara lain
BPOM, Dinas Perdagangan, Dinas peternakan, Dinas pertanian, dan
[Mnias Perikanan.

Permantauan keberadasan HPHE, HPIK dan OPTK dilakukan secara
berkals (sekitar 2 kali dalam setahun). Hal i dilakukan untuk
memastikan status HPHE, HRIK dan OPTK di Indonesia.

Agreement on SPS Measures menyatakan bahwa dalam kegiatan
perdagangan internasional, suatu negara memiliki hak unak
melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan (food safety,
arimal, and plant health). Hal im sudah diakomedir dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2019 1entang Karantina Hewan, [kan, dan
Tumbuhan yang juga mengatur keamanan pangan dan mutu
pangan seria keamanan pakan dan mutu pakan.

Kecenderungan semakin tingginva frekuensi dan welume impor
berbagai jenis komoditas pertaman saat mi semakin mengancam
sumber daya alam hayal Indonesia karena risiko terbawanya OPTk,
HPHE, maupun HPIK akan semakin tinggi apahila sisiem
perkarantinaan yang ada tidak mampu mengatasi atau membatasi
laju peningkatan impor. Oleh scbab itu, agar pelaksanaan
perkarantinaan dapat clekt! dan efisien maka periu diperbaiki
sistem perkarantinaan yvang memiliki kewenangan penuh dalam
melindungi keschatan manusia, hewan, dan tumbuhan (single
agency multitask).

Sertifikat Karantina

UU Karanting belum mengatur masa kadaluarsa Phytosanitary
Certificate terkait ckspor, karena saat ini menjadi kebutuban dan
diperlukan pemeriksaan berkala terhadap keasbsahan sertifikat
ersebut.

. Media Pembawa Karantina

Media Pembawa karantina tidak hanva barang yang masuk dan
keluar tetapi juga termasuk barang wentengan [barang yang dibawa
oleh penumpang). Tindakan karantina di pelabuhan dan bandara
udara di dacrah perbatasan belum berjalan maksimal karena belum
ada payung hukum untuk barang tentengan dari hiar negerl atau
antar area (kapasitas di bawah 10 kg, kecuali bemih]. Pesawatl
kosong lanpa penumpang dan luar perbatasan yang melakukan
maintenance di bandara seharusnya dilakukan tindakan karantina
apar hama, penvakil, virus, ataupun bakteri yang ada di dalam
pesawat tersebut dapst menyebar ke wilayah Indonesia. Perlu ada
kewenangan bagl petugas karantina untuk memastikan bahwa di
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wilayah asal, pesawsal tersebut telah dilakukan tindakan karantina,
misalkan melakukan fumigasi pesawat terscbut. Hal im penting
terutama pesawat yang beresal dari wilayah dengan karakteristik
alam vang sangat berbeda dengan Indonesia atau wilayah dengan
endemi hama dan penyakit tertentu.

Penggunaan Dokumen Elektronik

Perkembangan informasi  dan teknolog menyebabkan
diperlukanmya dokumen elektronik yvang terintegrasi schinggs
memperjelas, mempercepat, dan  memudahkan pelaksanaan
tindakan karantina serta sarana pendeteksi yang canggih di pintu
pintu pemasukan dan pengeluaran.

Persyaratan Ekspor

Pengelolaan mutu 3PS sudah banyak dimasukkan ke dalam
kontrak-kontrak dagang oleh pihak pengimpor akan tetapi hal ini
tidak disadari oleh produsen Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini
banyak negara menuntut uraian deklarasi sertifikasi yang lebih
lengkap tentang produk yang akan dimpor dari Indonesia,
Permintaan nepara pengimpor tersebint di antaranya mencakuop
komaditas harus bebas dari () bama dan penyakit karanting
tertentu, (b) sisa serangea/hewan kecil dan benda-benda asing, (cf
organisme pengganggu  keschatan manusia, (d] baban kimia
tambahan, (&) kontaminan, (¢) racun, termasuk residu pestisida,
dan (fj rekonlaminasi sclama dalam perjalanan alat penganghkut.
Selama ini persvaratan tersebur tidak diaplikasikan terhadap
komoditas impor, sehingza seperti halnva buah-buahan segar impor
dapat dengan mudah merajai pasar nasional karena harga jualnys
kadang lebih murah dari produk lokal, atau bahkan lebih rendah
dibandingkan dengan harga di negara asalnya. Komoditas dengan
muty semacam ini rentan terhadap masalah sanitari bagi keschatan
manusia dan seharusnya dicurigai schagai barang buangan
(dumping) vang tidak laku di pasar domestiknya. Selayaknya
apabila persvaralan yang ditetapkan oleh Indonesia benar-benar
dapat displikasikan maka hanya produk bermutu dengan harga
mahal vang dapat diimpor. Kemoditas impor hanya dapat dijangkau
aleh konsumen berpenghasilan tinggi schingga akan memberi
peluang lebih besar bagh produk domestik untuk menguasai pasar.
Masalah SPS melibatkan banyak pihak, untuk it dalam
mengintegrasikan semua aspek SPS pada pemeriksaan komoditas
impar di pelabuhan pemasukan, diperlukan operasi sejalur {in-line
operation). Pengaplikasian hambatan nonteknis  ini  dalam
perdagangan global menjadi alat yang cukup ampuh untuk
memperbesar surplus, schingga keikutseriaan Indonesia dalam
WTO udak menjadi sia-sia.

6. Kelembagaan

H.

UPT balai karantina ikan eselonisasinya tidak seragam pada setiap
daerah, schingsa menyulitkan dalam koordinasi dengan dinas di
provinsi yvang esclonisasinya lebih tinggi.

Pada kabupaten/kota urusan karantina banyak digabungkan
dengan urusan lain sehingga sulil berkoordinasi dengan dinas
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provinsi maupun dengan UPT pemerintah pusat, Kesulitannya
adalah dinas pada kabupaten/kota tidak fokus pada masalah
karantina karena banvak urusan lain yvang dipegang pada satu
dinas tersebul.

c. Terjadi tumpang tindih kewenangan antara UPT Balai Karantina
lkan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan pemerintah dacrah
dalam hal pengujian jaminan muma ikan. Sebelumnya yeng
melakukan pengujian mutu ikan adalah dinas tetapit UPT Balai
Karantina [kan juga melakukan pengujan mutu ikan sesual
nomenklatur nama lembapga vaitu Balai Karantina Tkan dan
Pengendalian Mutu Hasil Perikanan.

Secara global, pelaksanaan perkarantinaan tumbuban telah banyak
berubah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dalam melaksanakan fungsi perlindungan tanaman, negara-neégara
anggota WTOQ, termuasuk Indonesia wajib melaksanakan prinsip-
prinsip perkarantinaan yang telah discpakati dalam International Plant
Protection Convention (IPPC) Tahun 1997, twrmasuk dalam hal
penerapan  standar-standar  internasional  ketentuan  fitesanitan
(Iternatiorial  Standard  for  Phytosanttary  Measures, ISPM).
Pelaksanaan perkarantinaan dalam era perdagangan global harus
lebih terintegrasi antar lembaga vang memiliki fungsi perlindungan
terhadap keschatan manusia, hewan dan tumbuhan,

Pelaksanaan Kawasan Karantina

Pongaturan mengenal kawasan karantina yang diatur dengan
Perataran Pemeriniah belum memadai karena dalam implementasinya
di lapanegan masih ditemukan beberapa kendala, Ketika ditetapkan
suatu kawasan Karantina maka berdasarkan Pasal 8 Kepmen KP
Namor 41 /MEN /2003 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan
Kawasan Karanting, gubernur atau bupati/walikota setempat akan
melaksanakan pengendalian dan pemberantasan hama dan penyalit
karantina di kawasan karantina sesual dengan kewenangannya
herdasarkan pedoman pengendalian dan pemberantasan hama dan
penyakit karantina di kawasan karantina yang ditetapkan oleh
Menteri. Untuk mengatssi kendala yang dihadapi beberapa hal
diusulkan perlu (&) peningkatan dan pembegian kewenangan dan
tanggung jawab yang jclas dan tegas dalam penctapan kawasan
karantina, (b} peningkatan  koordinasi  antarinstanst  dalam
pengawasan kawasan karantina, [¢) dilakukan pengecualian terhadap
hewan untuk kepentingan tersebut pendidikan, kebun binatang dan
keagamaan yvang buoleh masuk dan keluar dan dan ke kawasan
karantina, dan (d) dilakukan sosialisasi kepada masyarakat olch
pemerintah  agar masvarakal memahami art dan pentingnya
penyelenggaraan perkarantinaan, sckaligus mengerti nisiko vang
diperoleh jika melakukan pelanggaran, Sedangkan pengaturan yang
belum diatur secara normatif dalam kawasan karantina antara lain (a)
pengaturan mengenai penerapan sanksi bag pelanggarnya masiky
dinilai terlahi ringan karena hanya dilakukan pemusnahan terhadap
hewan, ikan dan tumbubannya =zaja, sehingga perlu pengaturan
mengenzi sanksi bagl pelanggar, misalnya sanksi administrative, (b)
substansi mengenai ganti rugi terhadap media pembawa yang di
dimusnahkan, dan (¢} substansi mengenal langgung jewab dalam
pembinaan vang dilakukan oleh pemerintal.
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8. PPNS, Kepolisian Khusus dan Intelijen Karantina

Kegiatan vang harus dilakukan petugas karantina adalah (a)
pencegahan dengan patroli di darat maupun laut guna mencegah
pelanggaran di bidang karantina, menunjang efeklivitas pengawasan
di wilayah-wilavah perbatasan, serta melakukan somalisasi kepada
masyarakat mengenai proses penyclenggaraan di bridang karantina
serta (b} pelaksanaan pencegahan yang dilakukan dengan jelas dan
tegas sesuai dengan keténtuan yang diatur dalam UU. Ketersediaan
dan keberadasan Polisi Karantina masih kurang memadai untuk
mengawasi di darat maupun laut serta pengawasan di wilavah-wilayah
perbatasan.

9. Dampak Pandemi Covid-19

Coronavings Disease 2019 (COVID- 15 wlah ditetapkan sebagai
pandemic olch Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11
Maret 2020 dan di Indonesia, Presiden RI telah menerbitkan
Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dan menetapkan
sebagai bencans nasional melalui Keppres 12/2020. Melalu
Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020, Presiden memutuskan
kebijakan Fembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)  scbagai
instrumen utama untuk mencegah penularan Cowid-19. Dengan
adanya Kebijakan PSBB tersebur, terdapal penutupan  akses
transportasi  yang mengakibatkan pengurangan  mobilitas  dan
akiivitas penduduk schingga berakibal lerhambatnya pergerakan
(rantai pasok distribusi) barang dan jasa termasuk berbagea oroduk
pertanian dan perikanan.

Meskipun untuk angkutan komoditas pangan tetap diizinkan, namun
para pelaku distribusi (pedapang) memiliki kekhawatiran atas wabah
pandemi ini schingga tetap berpengaruh terhadap pergerakan barang
komoditas pangan. Jika kendala ini terjadi dalam jangka panjang,
maka dapat herdampak pada terganggunya supply komoditas pangan
(ILO 2020). Perubahan dari sisi supply dan demand pangan tersebut
pada gilirannva berdampak pada tingkat harga pangan. Untuk
komoditas pangan utama, perubahan harga pangen akan berdampak
pada perubahan konsumsi dan permintaan karcna lerkait daya beli
pangan yang dibutuhkan, Gangguan rerhadap distribusi pangan akan
sangat berpengaruh terhadap kualitas, kesegaran, keamanan pangan
serta akses pasar. Selain dampak pandemi Covid-19 terhadap
distribusi bahan pangan dengan terhambatnya layanan transportasi
bahan pokok, juga berdampak terhadap pelaku usaha distribusi
bahan pokok.
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BAE I1. VISI, MIS], DAN TUJUAN BADAN KARANTINA INDONESIA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tabhun 2019 (Pasal 7| tentang
Karantina Hewan, lkan, dan Tumbuhan, penvelenggaraan karantina
dilakukan untuk (a) mencegah masuknyva HPHEK, HPITK, serta OPTHK dari luar
negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) mencegah
terschbarnya HPHE, HPIK, serta OPTK dan suatu Ares ke Arca lain di dalam
wilavah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (¢) meneegah keluarnya HPHE,
HPIK, serta organisme pengganggu tumbuhan dan wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia; (d) mencegah masuk stau keluarnya Pangan dan Pakan
vang tidak scsuar dengan standar keamanan dan mutu; (€] mencegah masuk
dan tersebarnya Agensia Hayali, Jenis Asing Invasil, dan PRG yang berpotensi
mengganggy kesehatan manusia, Hewan, Tkan, Tumhbuhan, dan kelestarian
lingkungan; dan {f) mencegah keluar alau masuknya Tumbuhan dan Satwa
Liar. Tumbuhan dan Satwa Langka, serta SDG dan wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia atau antar Arca di dalam wilayah Negara kesatuan
Republik Indonesia vang tidak sesual dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan

Penvelenggaraan karantina dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 18 Tahun 2020 tentsng Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2020-2024, ielah ditetapkan Visi Presiden dan Walkil
Presiden 2020-2024 adalah: *Terwujudnya Indonesia Maju vang Berdaulat,
Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Golong-royong”,

Pernjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025 dalam visi
dan misi Presiden disederhanakan dengan 5 (lima) arahan Presiden yang akan
dicapai dalam wakt lma tahun (2020-2024], vaitu:

. Pembangunan sumber dava manusia |SDM)
Pembangunan SOM ini diarahkan untuk mencetak SDM yang berkinerja,
dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknalogi
didukung dengan keriasama industri dan talenta global

2. Pembangunan Infrastruktar
Melanjutkan pembangunan  infrastruktur  untuk menghubungkan
kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke
kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat
peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat,

3. Penvederhanaan Regulasi
Menvederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus
Law, terutama menerbitkan UU Cipta Lapangan Keria dan UU
Pemberdayvaan UMEKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi
Memprioritaskan investas: untuk penciptaan lapangan kerja, MEemaAngkas
prosedur dan birokrasi vang panjang dan menyederhanakan eselonisas,

5. Transformasi Ekonomi
Melakukan transformasi ckenomi dari ketergantungan Sumber Daya
Alam (3DA) menjadi dava saing manufaktur dan jasa modern yang
mempunyai nilai tambah tinggl bagi kemakmuran bangsa demi keadilan
sosial bag scluruh rakyar Indonesa,

Visi Presiden di atas diwujudikan melalui 9 (sembilan) Misi sebagai
berituk percepatan, pengembangan dan pemajuan  Nawacita, Adapun
sembilan misi tersebut adalah:

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia;

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
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5 Kemajuan budaya yvang mencerminkan kepribachan bangsa;

@i, Penegakan sistem hukum wang bebas korupsi, bermartabat, dan
terpercays;

7. Perlindungan bag scgenap bangsa dan memberikan rasa aman pada
seluruh warga;

4 Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan

0. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Terbitnva Peraturan Presiden Nomer 45 Tahun 2023 tentang Badan
Karantina Indonesia (Perpres Badan Karantina Indonesia) diharapkan dapal
memperkuat pelaksanaan penvelenggaraan karantina di Indoncsia. Untak
mendukiing visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden melalui
penerapan  misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Badan Karantina
Indonesia akan menetapkan visi dan misi Badan Karantina Indonesia.

A. Visi Badan Karantina Indonesia
Visi Badan Karantina Indonesia 2023-2024 mendukung  visi
presiden dan wakil presiden Republik Indenesia: “Indonesia Maju yang
Berdaulal, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Golong Koyong”
yvakn:

“Menjadi Karantina yang kual dalam Melindungi Kelestarian Sumber
Dava Alam Havati yang Memakmurkan Kehidupan Masyarakat Untuk
Mewujudkan “Indonesia Maju vang Berdaulat, Mandiri, dan
Herkepribadian berlandaskan Gotong Rovong”

Karantina vang kuat diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi
dengan baik, menjaga intcgrilas scria tidak mudalh diintervensi, dapat
dilaksanakan di segala kondisi secara konsisten dan berkelanjutan.
Karanting vang kuoat jugs mengandung makna karantina diharapkan
menjadi institusi vang Kompeten, Ungeul, Amanah dan Tangguh (KUAT)

Badan Karantina Indonesia harus mampu berperan: la) mehndung
kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan, dan tumbuhan beserta
lingkungan dari ancaman masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, serta
OPTK dari luar negeri ke dalam Wilayah Negara Resatuan Repuhlik
Indonesia; (b melakukan pengawasan danjatau pengendalian terhadap
kemaran dan mutil pangan maupun pakan yang dilalulintaskan, produk
rekayusa genetik, agens hayati, maupun jenis asing moasiye, (¢ merjags
sumber daya penetik, satwa linr maupun satwa langka vang merupakan
keanekaragaman hayati Indoncsia,

Dalam konteks perdagangan dan daya saing global, peran Badan
Karantina Indonesia sangat besar, khususnya terkait dengan fasilitasy
perdagangan maupur pelindungan lerhadap sumber daya alam hayaltl,
masyvarakat serta kepentingan nasional.

Kondisi Lersebut bisn tercapai dengan  mewujudkan
penvelenggaraan  karantina berdasarkan - asas: (a) kedaulatan: (b)
keadilan: [¢) pelindungan; (d) keamanan nasional: (o] keilmuan; (f)
keperluan; (g dampalk minimal; th) transparansi; (i) keterpaduan; (j)
pengakuan; (k) nondiskriminasi; dan (1) kelestarian vang sclaras dengan
Visi Presiden dan Wakil Presiden,

B. Misi Badan Karantina Indonesia
Dalam rangka mewujudkan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2, 4
dan 8 yaitu Srruktur ekonomi yang produkiif, mandiri dan berdaya salng,
Mencapai hngkungan hidup yang berkelanjutan. dan Pengelolaan
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pemerintahan yang bersih, elekul, dan terpercays serta visi, maka rmisi

Badan Karantina [ndonesia vaitu:

1, Menyelenggarakan system perkarantinaan  yang holistik  dan
terintegrasi  melalui  kebijakan vang efeklil  serta  layanan
perkarantinaan vang profesional untuk melindungi sumber daya alam
hayati

2. Membangun keterlibatan  masyarakar  dalam  penyclenggaraan
perkarantinaan.

3. Membangun Tata Kelola Badan Karantina Indonesia yang hersih,
eifektil, dan terpercaya.

Tujuan Badan Karantina Indonesia
Tujuan Badan Karantina Indonesia 2023-2024 sesuai dengan Visi
dlan Misi Badan Karantina Indonesia adalah scbagar berikut:
I Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalu harantina
vang Kuat dan efeberil
2. Mewujudkan tata kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih,
Efekul, dan Terpercayva
Tujuan Badan Karantna Indonesia tersebul untuk mendukung
pelaksanaan Prioritas Nasional yaitu Penguatan Ketahanan Ekonomi
untuk Pertumbuhan vang Berkualitas, Dalam rangka mencapai Prioritas
Nasional dilaksanakan mclalui Program Prioritas yaitu Peningkatan
Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan. Sasaran yang akan
dicapai pada Program Prioritas. terscbut adalah meningkatnya
ketersedinan, akses dan kualitas konsumsi pangan. Dalam rangka
peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan ini perlu adanya
perlindungan sumber daya alam hayati darm ancaman hama dan penyakit
hewan, ikan dan tumbuban, Oleh karenanya, peran Badan Karantina
Indonesia menjadi salah satu strategi dalam  mendukung Program
Prioritas Nasional tersebut. Hal ini ditunjukkan melalui indikator tujuan
Badan Karantina Indonesia yailu,
1. Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan
pangan’
9. Indeks efektivitas pencegaban masuk dan tersebarnya HPHE, HPLk,
dan OPTK
4. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia

Sasaran Stratcgis Badan Karantina Indonesia

Sasaran strategis Badan Karantina Indenesia disusun berdasarkan
target  vang  dituangkan  dalam  RPJMN 2020-2024, dengan
memperhatikan  hasil evaluas) kebijakan  penyelenpgaraan  karantina
sehbelumnyva, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan
mengakomuodasikan aspirasi masyarakal.

Badan Karanting Indonesia telah menentukan sasaran strategls
dengan menggunakan metode Balanced Seorecard (BSc) yang dimodifikasi
melalin peta sirategl schagaimana Gambar 12

U indikaear RPIMN Tabun 3020 - 2074
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Gambar 12. Peta Strategi Badan Karantina Indonesia Tahun 2023-20024
Sclaras dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan pada

Undang-undang Nomor 21 tahun RPIPN dan RPJMN, Badan

Karanting Indonesia memberikan dukungan torhadsp Sasarar RPJMN

pada:

i Prioritas Nasional (PN] pada PN1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi
aniuk Pertumbuhan Berkualitas dan Herkeadilan

2. Program Prioritas (PP) pada P13 Peningkatan Ketersediaan, Akses dan
Kualitas Konsums! Pangan,

3. Kegiatan Prioritas (KP) pada KP.l: Peningkatan Kualitas Konsumsi,
Keamanan, Fortivikasi, dan Biofortivikasi pangan dengan irvddikaton
Prescntase pangan sScgar Vang memenuhi standar keamanan dan
mutu pangan ().

20149,
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4. Sclanjulnva hal terscbut diterjemahkan dalam Program Ketersediaan,
Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan
Manajemen.

Sasaran RPJMN tersebut diturunkan dalam Tujuan (TJ}, Sasaran
Strategis (85) dan indikator kinena sasaran strategis (IKSS). Indikator
kinerja sasaran sirategis merupakan alat ukur vang mengindikasikan
pencapaian sasaran strategis Baden Karantina [ndonesia. Tujuan,
sasaran strategis dan indikator sasaran stralegis yang ingin dicapai dalam
periode 1t adalah:

TJ 0! Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui
Karantina yvang kuat dan Efektil, Tujuan ini menggambarkan
harapan bahwa Badan Karantina Indonesia mampu melindungi
kelestarman sumber daya alam hayat melalul Pencapaian 55 01.

88 01: *Terwujudnya sisiem perkarantinasn yvang efekal” dengan
indikator kinerjs [[KS5):

1. IKS55 01, Persentase tindak Ianjut atas temuan HPHE, HPIK dan
OPFTK baru dalam wilayvah Indonesta ().

2, 1IKSS8 02, Persentase lindak lanjul atas temuan HPHE, HPFIK dan
OPTHE di tempat pemasukan dan/atan pengeluaran (%)

3. TKSS D3. Persentase tindak lanjut temuan ketidaksesuaian
keamanan pangan dan pakan; mutu pangan dan pakan; serla
pomasukan/pengeluaran agensi hayati, jenis asing infasive,
PRG, tumbuban dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka
serta SDG yang tdak memenuhi persvaratan karantina di
rempar pemasukan dan/atau penpeluaran (%),

System perkarantinaan vang dimaksud pada 88 01 mencakup kebijakan
perkarantinaan, layanan perkarantinaan, kepatuhan dan keterhibatan
Masyarakat., Sasaran strategis 85 01 lersebul dapatl tercapai apabila
sasaran strategis 02, 03 dan 04 berikut dapat tercapai. Sasaran tersebut
yaitu:

35 02; “Terwujudnya Kebijakan Perkarantinean yang efekul® dengan
indikalor Kinerja:
4. Persentase tersedianya  kebjjakan perkarantinaan  sesual
kebutuhan (%a).

S35 03: *Terwujudnya Layanan Perkarantinaan yang Profesional” dengan
indikalor Kinerja:
5. Persentase pelaksanaan layanan perkarantingan hewan, ikan
dan tumbuhan secara efektif dan efisien ().

5SS 04: “Meningkatnya Kepatuhan dan Keterlibatan Masyarakat dalam
Penyelenggaraan  Perkarantinaan  vang  Partusipaufl®  dengan
indikator kinerja;
. Persentase penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan (%),
7. Persentase  realisasi  keterlibatan  masyarakat  dalam
penyvelenggaraan perkarantinaan (o).

Untuk mewujudkan keberhasilan 335 Dl (04 tersebut, diperlukan
dukungan manajemen yang baik dalam pengelolaan birokrasi yang
mencakup pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan
prasarana serta teknologh informasi. Perbedaan antara §8 01 dengan 55



A0

02 adalah 88 01 merupakan sasaran tercapaianya sistim perkarantinaan
vang menyehuruh, saling bersinergl antara kebijjakan perkarantinaan (S8
02), layanan perkarantinaan (S8 03) serta kepatuhan dan keterlibatan
Masyarakat (SS 04| Sedangkan 85 02 mencakup kebijakan
perkarantinaan saja.

Dalam mewujudkan Tujuan pada TJ 01, diperlukan dukungan Tata Kelola
Badan Karantina Indonesia schagai pondasinya yang diwujudkan melalui
T 02,

T.J 02 Mewujudkan tata kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih,
Efektif, dan Terpercaya. TJ 02 tersebut dicapal melalui capaian

sasaran siralegl:

358 05 *“Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih, Efekifl dan
Tepercava” dengan indikator Kinerja:
1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia (Nilai).
2. Opini BPK alas laporan keuangan (Opind]

Sasaran sirategis dan indikator sasaran strategis Badan Karantina
Indonesia merupakan rumusan konstribusi Badan Karantina Indonesia
dalam pencapalan sasaran pembangunan dalam RPJMN sesuai dengan
tugas dan funpgsinva. Keterkaitan anlara visi, misl, tujuan, sasaran
RPIMN, sasaran Stratepl, sasaran program dan sasaran kegiatan Badan
Karantina Indonesia digambarkan dalam diagram peta keterkaitan
sebagaimang Gambar 13 scdangkan keterkaitan program, kegiatan,
sasaran program dan sasaran kegiatan Badan Karantina Indonesia
digambarkan dalam diagram peta keterkaitan sebagaimansg Gambar 14,
Rinciain lebih lanjul keterkaitan dan cascading sasaran stralegls, sasaran
program, Sasaran kegiatan, output dan komponen diuratkan pada
lampiran 1 matrik kinerja dan pendanaan
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BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN

EKERANGHEA KELEMBAGAAN

. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Mencngah Nasional 2020-2024 telah

menetapkan 7 [tujub] Agenda Pembangunan Nasional. Pembangunan
pangan dan gizi diarahkan untuk mendukung agenda sebagai berikut:

I

L

Memperkuat ketahanan Ekonemi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
dan Berkeadilan

Pembangunan ckonomi diarabkan untuk meningkatkan ketahanan
ekonomi vang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan
penggunaan sumber daya ckonomi, dalam memproduksi barang dan jasa
bernilai tambah tinggi untuk memenuahi pasar dalam negeri dan ekspor.
Hasilnya diharapkan mendorong periumbuban yang  inklusil dan
berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung
sumber dava ckonomi bagi peningkatan kescgjahteraan secara adil dan
Merala.

Pembangurnan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendelatan, yaitu: (1)
pengelolaan sumber dayva ckonomi, dan [2] peningkatan nila tambah
ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan
keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup scktor pangan,
perianian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengnolahan,
pariwizata, ekonami kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaannya melalui
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan

Pengembangan wilavah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana
pembangunan dan pemanfaatan reang. Pengembangan wilayah yang
mampu menciptakan  keberlanjutan  dan  inklusif  melalui: 1)
Pengembangan  scktor/kamoditas/kegiatan unggulan  dacrah; 3
Penvebaran  pusat-pusal  pertumbubean ke wilayah  yang  belum
berkembang; 3] Pepgualan kemampuan S0M dan iptek berbasis
keungeulan wilayah; 4) Peningkatan infrastrukiur dan pelayanan dasar
secara merata; dan 5] Peningkatan dayva dukung lingkungan serta
ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju
pembangunan yvang inklusif dan merata di seluruh wilayah, Peningkatan
kualitas dan daya saing SDM vaitu manusia vang sehat dan cerdas,
adap'r_il', inovatif, I:l:gran'!]j-il1 dan berkarakter, melalui: 1) PEl'lgEt‘l-l']a!iaE‘l
penduduk dan penguatan tata kelola kependuduken: 2) Penguatan
pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan pelayanan kesehatan
menuju cakupan Kesehatan semesta, 4) Peningkatan pemerataan layanan
pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan
pemuda; B) Pengentasan kermiskinan; dan 7] Peningkatan produktvitas
dan daya saing.

. Revalusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental scbagal gerakan kebudayvaan memiliki kedudukan
penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara
pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan
kemodernan.  Revolusi  mental  dan pembangunan kebudayaan
dilaksanakan secara terpadu melatui: 1) Revelusi mental dan pembinaan
idealogi Pancasila; 2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan; 3) Moderasi
beragamea; dan 4) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan krealivitas.
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5. Memperkuat Infrastrukiur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar

Perkualan  infrastrukiur ditvjukan uniuk mendukung  akuvitas

perckonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional,

Melalui: 1)  Pembangunan  infrastruktur pelayanan dasar; 2

Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan

ekonomi: 3) Pemhbhangunan infrastrukior perkotaan; 4) Pembangunan

energi dan ketenagalistrikan; dan 3) Pembangunan dan pemanfaatan
infrastrukiur TIK antuk transformas: digital,
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan

Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya

alam dan dava tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan

perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan

ketzhanan bencana dan  perubaban  iklim  diarahkan melalai: 1)

Penmgkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2] Peningkatan Ketahanan

Bencana dan Perubahan Tkiim, dan 3] Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkual Stabilites Politik Hukum Pertabanan Dan Keamahan

(Polhukhankam) serta Translormast Pelavanan Publik

Megara wajib badir dalam melayan dan melindungt segenap bangsa, serta

mencgakkan kedaulatan negara. Melalui: 1) Reformasi kelembaghan

Birokrasi untuk pelavanan publik berkualitas; 2] Penataan kapasitas

lembaga demekrasi, penguatan kKesetaraan dan kebebasan; 3) Perbatkan

sistern peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; 4)

Peninpkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; 35)

Peninghkatan pelayvanan dan perlindungan WNI di luar neger; dan 6)

Peningkalan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industn

Pertahanan.

Berdasarkan 7 Agenda Pembangunan Nasional terscbut, Badan
Kerantina Indonesia fokus pada upava untuk mendukung Agenda |
Permmbangunan Nasional. Dalam konteks RPRIMN 2020-2024, Badan
Karaniina Indonesia mendukung:

1. Prioritas Nasional [PN] pada PN1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi
untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

2. Program Prioritas (PP} pada PP3: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan
Kualitas Konsums: Pangan.

3. Kegiatan Prioritas (KP) pada KP.1: Peningkatan kualitas kKonsumsi,
Keamanan, Fortivikasi, dan Biofortivikas: pangan dengan indikator
Presentasc pangan segar vang memenuhi standar keamanan dan mutu
pangan [%n).

4, Selanjutnya hal tersebul diterjemahkan dalam Program Ketersediaan,
Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan
Manajemen.

B. Arah Kebijakan Dan Strategi Badan Karantina Indonesia

Memperhatikan arah Kebjjakan Nasional dalam RPJMN 2020-2025
dan arahan Presiden, kebjjakan karanting dalam periode ini diarahkan
untuk memperkoat sistem karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang
halistik dan terintegrasi dalam rangka mewujudkan kelestarian sumber daya
alam havati untuk memakmurkan kehidupan Masyarakat, Adapun strateg
vang digunakan diwujudkan dalam bentuk upaya-upaya yaitu penguatan
kelembagean, penguatan SDM dan pengembangan infrastrukiur, sarana dan
prasarana, partisipasi masyarakat dan disebul dengan 4 [empat) pilar
penguatan sebagai berikut:
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Penguatan Kelembagaan

a.

Penyediaan kebijakan teknis manajemen risiko, standar karantina
seria kebijjakan Gndakan karentina hewan, itkan dan tumbuhan,
kebijjakan rencana  tangzap darural dan respon cepal terhadap
keberadaan HPHK, HPIK dan OPTK yang mengancam wilayah
Indonesia.

. Penyvelenggarann layanan karantina  yang profesimal  dalam

menjalankan tugas dan fungsinya melalul pelaksanaan Tindakan
Karanting pada akulilas Sertulikas Karantina

. Pelaksanaan Pengawasan lalulintas media pembawa dan Penindalan

terhadap Pelanggaran Perkarantinaan

. Penvediaan rancangan Standar Pengujian Laboratorium Karantina,

Metode Uji Terap Tceknik dan Metode Perkarantinaan vang
mengintegrasikan prinsip-pringip keschatan hewan, ikan dan dan
tumbuhan, keamanan pangan scrta perlindungan lingkungan

. Penyvelenggaraan kerjasama Nasional maupun Internasional yang

mendukung pelaksanaan tagas dan fungsi Badan Karantina Indonesia

Penguatan Sumber Daya Manusta (SDM)
Penpuatan SDM diarahkan untuk terwujudnya ASN Karantina yang
Profesional dilakukan melaha:

a8

4

Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat karantina dalam
melaksanakan tugas dan fungsinva vang melaksanakan tindakan
karantina, pengawasan maupun penindakan terhadap pelanggaran
perkarantinaan.

Pemeliharaan dan Feningkatan kompetensi pejabat funﬂ'.-‘:'iﬂ-r‘tm
lainnya sebagal unsur pendukung antara lain vang menangani:
sistem  informasi, hukum, hubungan masyarakal dan infeormas:
publik, diplomasi dan perundingan, tata kelola  organisasi,
penyvediaan dan pengelolaan aset, kepegawaian dan peningkatan
kapasitas SDM, perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan
evahaasi, penpelelzan keuangan, seria pengawasan internal
Pembinaan mental, karakter maupun rohani pegowai yang diarahkan
agar pegawal menjaga integritas, amanah serta langgubh dalam
melaksanakan tugas dan lungsinya.

Pengembangan Infrastruliur, Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana pendukung perkarantinaan melalui:
a. Pengembangan laboratorium karantina, Instalasi Karantina Hewan

[IKH}, Instalasi Karantina lkan (IKI] dan Instalasi Karantina
Tumbuhan (TKT) sesuai kebuiuhan.,

Pengembangan  sarana  dan  prasarana pelaksanaan  tundakan
karantina pemeriksaan, pongasingan, pengamatan, perlakuan,
penahanan, pcnolakan, pomusnahan yang modern dan  sesuai
RKebutuhan:

Pengembangan sarana dan prasarana perkarantinaan khusus di
wilavah vang menjadi prioritas antara lain wilayah Perbatasan darat
dengan negara lain (PLBN, Pos Perbatasan), Papua dan Papua Barat,
serta pulau terluar Indones:a.

Penvediaan infrastruktur teknolog: Informasi, sistem informasi serta
layanan data dan informasi perkarantinaan yang valid dan
terintegrasi, seperti sistem Ketelusuran vang lengkap, penerapan
sistem informasi peografis (81G) untuk pemetaan keberadasn HPHE,
HPIK, OPTK, Risiko, Zona Rawan Pelanggaran Perkarantinaan dan
pemantauan pergerakan media pembawa hewan, 1kan, tumbuhan,
dan media pembawa laimnmva,



C.

Tabel 1. Rancangan kegiatan utama Badan Karantina Indonesia
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4. Penguatan Partisipasi Masyvarakat

Penguatan Partisipasi masyarakat dilakukan melalui:

a, Penguatan komunikasi dan informasi publik dalam meningkatian
dukungan serte keterlibatan masyvarakat dalam penyelenggaraan
peralkarantinaan di Indonesia

b. Mengembangkan kerjasama yvang erat antara Badan Karantina
Indonesia, produsen, petani, peternak, petambak, nelayan, dan pihak
terkait lainnya.

¢, Mengembangkan mekanisme keterlibatan  masyarakar  dalam
pelakszanaan tindakan karantina.

d. Mendorong masyarakalt untuk berpartisipasi dalam upaya respons
cepat terhadap ancaman karantina, seperti melaporkan temuan atau
mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.

Kegiatan Utama dan Rincian Kegiatan

Dalam rangka mendukung lerhadap pencapaian keberhasilan sasaran
vang ditctapkan pada RPJMN 2020-2024, Badan Karanting [ndonesia
melaksanakan Program  Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan
Berkualitas dan program Dukungan Mansjemen. Dalam  rangka
mengasclerasi  implementasi  program, Badan Karantina Indonesia
menetapkan kegiatan ulama dan kegiatan aksi untuk mewujudkan vis
Radan Karantina Indonesia pada tahun 2023-2024 sebagai berikut:

No. | Kegiatan Utama = Kegiatan aksi )
1. | Penyelenggaraan | 1, Kebijskan Manajemen Risiko Karantina Hewan |
Karantina Hewsan (rekomendasi kebijakan)
2. Kebijakan Standar Karantina Hewan {(rekomendasi
ketnjakan)

3. Kebijakan Tindakan dan Pengawasan Karantina
Hewan (rekomendasi kebijakan)

2. | Penvelengzaraan | |. Kebijukan Manajemen Risiko Karanting lkan
Karantina lkan (rekomendas: kebijalan)
2, Kehijakan Standar Karantina lkan (rckomendas)
kebijakan)
3. Kehijakan Tindakan dan Pengawasan Karantina
i Ikan [rekomendas: kebijakan) _
3. |Penyelenggaraan | 1. Kebijakan Manajemen Riziko Karantina
Karantin: Tumbuhan {rekomendasi kebijakan)
Tumbuthan 2. Kebijskan  Standar  Karantina  Tumbuhan
[rekomendas: kebijakan)
3. Kebijakan Tindakan dan Pengawasan kKarantina
| | Tumbuhan [rekomendasi kebijakan)
4, | Penyelenggaroan | 1. Sertifikasi Keschatan / Karantina [Sertifikat)
Layvanan 2, Pengawasan  dan  Penindekan Pelanggaran
| Karanting Karantina (layanan)
{ 3. Sarana Karantina [unit)
4, Prasarana Karantma (unit}
5. Rancangan Standar  Penpujian  Laboratorium

Karantina Hewan {rekomendasi kebijakan)
fr. Rancangan Metode Uji Terap Teknik dan Metode |
Perkarantinasn (rekomendasi kebijakan)




No. Kegiatan Utama [ Kegiatan aksi '
5. | Dukungan 1. Layanan BMN {lavanan|
| Manajemen dan | 2, Layanan Hukum {layanan)
| Teknis Lainnya 3, Layanan Hubungan Masyarakal dan Informasi
(layvanan)
Layanan Protokoler (layvanan)
Lavanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
(layanan)
Layanan Umum (layanan|
Lavanan Perkantoran (layanan)
Lavanan Data dan Informasi (layanan)
. Sistem Informasi perkarantinaan (aplikasi)
10. Lavanan Sarana Internal {layanan)
11. Layanan Prasarana Internal {layanan)
12, Layanan Manajemen SDM (layanan)
13. Layanan Pendidikan dan Pelatihan {layanan]
14, Layanan Perencanaan dan Penganggaran
{layanan)
15. Layanan Pemantauan dan Evaluas {layanan]
16. Layanan Manajemen Keuangan (layanan)
17. Lavanan Audit Internal [layanan)
18, Kergasama Nasienal/ Internasional
[ Perkarantingan (kerjasamay)

or &

=l )

D. Kerangka Regulasi

Regulasi yaung sudah ada saat imi dalam rangks menguatkan
penyvelenggaraan karantina vang kual dan berkelanjutan antara lain
Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, lkan dan
Tumbuhan, Peraturan Pemerintah (PP} Nomor 29 Tahun 2023 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang
Karantina Hewan, lkan, dan Tumbuhan, Peraturan Presiden (PERFRES)
Nomor 45 Tahun 2023 lentang Badan Karantina Indonesia, Keppres
No.117/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tingg
Utama di lingkungan Badan Karanting Indonesia, Peraturan Badan
Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Orpanisasi dan Tata Kerja
Badan Karantina Indonesia dan Peraturan Badan Karanting Indonesia
Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Badan Karantina Indanesia,

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Karantina
Indonesia, dibutuhkan dan diperlukan harmonisasi regulasi yang secara
paris besar mengatur terkait: (i) penetapan jenis hama dan penyakat hewan
karantina, hama dan penyakit tkan karantina, organisme pcngganggu
tumbuhan karanting, media pembaws, dan media pembawa yang dilarang;
(i1} jenis komoditas wajib periksa karantina hewan, ikan, dan tumbuhan; (idi]
dokumen karantina dan segel; (iv) tempat pemasukan dan pengeluaran
media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit
ikan karantina, serta organisme pengpangegu tumbuhan karantina; (v)
instalasi karantna dan tempat lain; (vi) tindakan kKaranting dan pengawasan
secara terintegrasi serta regulasi pendukung lainnya untuk opumalisasi
Badan Karantina Indonesia.

Kerangka regulasi bidang karantina yang dibutuhkan ditampilkan
secara lengkap dalam Lampiran 2 (Marriks Kerangka Regulasi)
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Eerangka Helembagaan

Badan Karantina Indonesia menerapkan tata kelola pemerintahan
vang baik [good governmance] mulal dari perencanaan sampai dengan
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penvelenggaraan karantina
hewan, ikan dan tumbubhan yvang berpedoman pada Peraturan Presiden
Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformast Birokras 2010-2025
vang berisikan rancangan induk arah kebijakan pelaksanaan reformasi
birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2023. Peran kelembagaan
sangal besar uniuk mewumndkan good govemmianes sehingga perumusan
kerangka kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan: (1) Keterkaitan,
kontribusi dan peran Badan Karantina Indonesia dalam mencapal tujuan
Pembangunan nasicnal yang tertuang dalam RPJPN, RPIMN dan Visi, Misi
Presiden; (2) Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; (3} Prinsip
pengorganizasian vang efekuf, efisien dan ftransparan; [(4) Kapasitas
pengelolaan sumber dava dan ketersediaan anggaran; dan (5] Hasil evaluass
ternadap kelembagaan yang sudah ada.

Kerangka kelembagaan dijabarkan sesuai fungsi dan  struktur
arganisasi; penguatan tata hubungan kerja antar Lembaga, dan pengelolaan
sumber dava manusia vang efektf dan efisien.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkun Poraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023, Badan
Karantna Indonesia mempunyai tugas melaksanakan tugas pemeRintahan
di bidang Karantina. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Karantina
Indonesia menyelenggarakan fungsi: (8] perumusan  dan  penetapan
kebijakan teknis di bidang Karanting; (b) polaksanaan kebijjakan teknis di
bidang Karantna; () koordinasi pelakssnaan tugas, pembinsan, dan
dukunpgan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di hngkungan
Badan Karantina Indonesia; (d) pengelolaan barang milik negara yvang
menjadi tanggung jawab Badan Karantina Indonesia; (o) pelaksanaan
dukungan vang bersifat substantiil kepada selurub unsur organisas: i
lingkungan Badan HKarantina Indonesia; dan [f} pengawasan atas
pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Karantina Indonesia.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023, susunan
organisasi Badan Karantina Indonesia lerdirni atas:
Kepala;
Sehretariat Utama;
Dieputi Bidang Karantina Hewan;
Deputi Bidang Karanting [kan; dan
Deputi Bidang Karantina Tumbuhan.
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia,
telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia yang
mengatur Organisast dan Tata Kerja Badan Karantina Indoncsia. Dalam
keputusan tersebut struktur organisasi Badan Karantina [ndonesia
dilengkapi dengan unsur pengawas, yaitu Inspektorat, 4 (cmpat) Biro, 2 [duaj
pusal dan 3 Deputi dengan masing-masing Deputi terdapat 3 direktorat
sebagaimana struktur organisasi pada Gambar 14 sebagai benkut:

A
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Gambar 15. Struktur Organisasi Badan Karantina Indonesia
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Gambar 16, Struktur Orgamsast Sekretans Utama Badan Karantina Indonesia
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Gambar 17. Struktur Crganisasi Deputi Bidang Karantina Hewan/ Tkan/
Tumbuhan Badan Karantina Indonesia
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Gambar 18, Strukiur Organisast Unsur Pengawas dan Unsur Pendulkung
Lingkup Badan Karantina Indonesia: a) Inpektorat, b} Pusat Data
dan Sistem Informasi Karantina Hewan, lkan dan Tumbuhan, ¢
Pusat Penpgembangan Kompetens! Sumber Dayva Manusia
Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
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Gambar 19, Suuktur Organisasi Unit Pelaksana Tekmis Lingkup Badan
Karantina Indonesia; a) Balai Besar Karantina Hewan, Tkan dan
Tumbuhan, Balai Besar Uji Standar Karantina Hwan, [kan dan
Tumbuhan, Balai Besar Uji Terap Teknik dan Metode Karantina
Hewarn, [kan dan Tumbuhan, b) Balai Karantina Hewan, Ikan dan
Tumbuhan

G. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Teraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 (Pasal 47)
dinyatakan bahwa : [1] Pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan
Karanting Indonesia Kementerian Pertanian, beralih menjadi pegawai
aparatur sipil negara di lingkungan Badan Karantina Indonesia; (2) Pegawai
aparatur sipil negara yang melaksanakan perkarantinaan ikan dan
keamanan havati ikan di lingkangan Kementerian Kelautan dan Penkanan,
beralih menjadi pegawal eparatur sipil negara di lingkungan Badan
Karantina Indonesia; (3) Pegawai aparalur sipil negara yang melaksanakan
pengawasan dan/atau pengendalian terhadap produk rekayasa genetik,
sumber dava genetik, agensia havati, jenis asing invasi, tumbuhan dan
gatwa liar, serta mambuhan dan satwa langka di tempat pemasukan dan
tempat pengeluaran di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan dapat dialihkan menjadi pegawai aparatur sipil negara di
lingkungan Badan Karantina Indonesia. Untuk itu dalam penyclenggaraan
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tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia Tahun 2023 jumlab pegawai

aparalur sipil negara yang mengikull peralihan status kepegawaian ke
Badan Karantina Indonesia sebhagaimana Tabel 2 - 4.

No snm_  Jumlah !
1 Aparatur Sipil Negara - {8 - 9. 148 |
|| Pegawai Negeri Sipil [PNS) B 5,061 |
PFPI{ SE— B — E? i
‘2 | Non Aparatur Sipil Negara 1.268
| Jumlah SDM _ : 6.446
Tabel 3. Komposisi 8DM berdasarkan jabatan di I'!mian Karantina Indonesia
_No | SDM | Jumlah
| F‘r:JahaL Pimpinan Tinggi Madya B 1
2 | Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama = 13|
a3 Pe‘]dbm Administrator ! =50 |
4 | Pcjabat Pengawas | Pelaksdana Es V | - 28/25
9 | Pejabatan Fungsional 4 377
| &, Karantina Hewan — 1.299
| b. Karantina lkan - 1.104 |
[e. Karantina Tumbuhaon — 1,302 |
d. JF Non Teknis 498
e. Pejabat Pelaksana 730 |

Pejabat [ungsional di Badan Karantina Indonesia, sebagaimana wmbel 5
sebagai berikut,

Tabel 4. Pegawai Menurut Jabatan Fungsional
_No l[elnmpnk Jabatan Fu.ugsinnnl ‘

N T::k;n"_?. Pengawas Mutu Has.!i Pertanian
Analis Perkarantinaan Tumbuhan !

F]I"n"H'.'!I'I]'EE-F.I_ Karantina TLLII'I.IJIJI'I-—LI‘I

Dokter Hewan Ha.rantlna

Fammtd:k Karantina Hewan _

Pengendali Hama dan Penyakit Tkan

Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit lkan

i L ?".‘"-:'-'J g

& 'Hur_l_.".['t_:}i:nj_f. Franata I'.'.nmputﬂ_[-
Arsiparis

Perencana - _
Perancang Peraturan Perundang-Undangan

I
2
a
4
2. Pranata Humas
{x ranata f
5
i
o)

S ——

. Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa
Analis Kebijakan
(8. Analis Pengelolaan Keuangan APBEN
0. Analis Hu l-:um_
|1 Analis Anggaran
|11. Pranaty Keuangan APBN

| 12, Analis Sumber Daya Manusia Apararur
1 13. Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur
| |14, Auditor
; |15, Statistisi




Penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)
berdasarkan kualilikas:, kompeiensi, dan kinerjs sccsra adil dan wajar,
lanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal
usul, jemis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.
Kebutuhan kualifikasi dan kompetensi ASN Badan Karantina Indonesia
nantinya akan dicantumkan dalam dokumen penyvempurnasn Human
Capital Development Plan Badan Karanting Indonesia yang memuat sccara
terperinet kebutuhan ASN dengan mempertimbangkan  kualifikasi dan
kompetensi vang dibulubkan untuk mencapai visi organisasi,

Pengelolaan sumber daya manusia akan dilakukan melalui: (1)
perencanaan kebutuhan, manajemen karir. Dan majemen talenta; (2)
pengembangan system manajemen, pengembangan system penilaian kinerja
dan syslem pemberian penghargaan, perencanaan dan pelaksanaan, dan
pengembangan dan kapasitas sumber dava manusiy; (3) penyelenggaraan
administrasi  kepegawaian, pengelolaan  data  dan  informasi, dan
kesejahteraan pegawai, dan (4) penyelenggaraan pelaksanaan pegawai
internal Lembaga,
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BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGEKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Sebagai bagian dari pencapaian target kinera tahun 2023-2024, Badan
Karantina Indonesia menjalankan dua program yvang terdiri dan, (1] Program
Ketersediaan, Akses dan Kensumsi Pangan Berkualitas (Program Teknis), (2)
Program Dukungan Manajemen (Program Generik). Badan Raranting
Indonesia pada perinde 2023 - 2024 inmi menetapkan 5 (lima) sasaran
strategis sebagal bagian dari arah pencapaian targel kinerja Badan
Karanting Indonesia schagaimana telah disebutkan dalam Bab 1l Rencana
Blralcgis .

Target kinerja tnhun 2023 - 2029 merupakan lingkal sasaran Kinerja spesifik
vang akan dicapai oleh Badan Karantina Indonesia, Sasaran kinerja bersifat
abstrak schingga diperlukan alat ukur berupa indikator kinerja untak
mengukur tingkat capatan sasaran kinerja. Indikator kinerja vang tepal
diharapkan dapat memberikan ukuran keberhasilan. Oleh karena itu
penetapan indikator kinerja harus memenuhi kriteria spesifik [spesific),
dapat terukur (measurable), dapal dicapai [attainable], sesuai (relevant), dan
berjangka waktu tertentu {timely! brme bound] atau disebut sebagal kriteria
SMART,

Adapun sasaran, indikator dan target Kinerja pada Renstra Badan Karantina
ndonesia tahun 2023 - 2024 scbagaimana Tabel 50 Pencapaian tujuan,
sasaran strategis, indikator dan target kinerja tersebut tentunya lidax
terlepas dar dukungan terlaksananva program dan kegatan di lingkungan
Badan Karantina Indonesia sclama periode 2023 - 2024,

Tabel 3. Sasaran, Indikator dan Targel Kinerja Badan Karantina Indonesia

Kelestarian Sumber | memenuhi syaral keamanan
Daya Alam Hayati | pangan [indikator REJMN) (%)

Tahun 2023 - 2024

SASARAN INDIKATOR SASARAN | TARGET
STRATEGIS | BTRATELIS | 2023 | 2024
Td 01;: Melindung | Persentase pangan segar vang 85-25% | 8595%

melalui Karantina | Indeks efektvitas pencegahan Q0% 9%
vang Kuat dan | masuk dan lersebarnyva HPHK,

Efektif | HPIK, dan QPTK (%]

S301: Persentase tindak lanjut atas 30% 0%
Terauudnya temuan HPHK, HPIK dan OPTK

sistem baru dalam wilayah Indonesia (%) At
perkarantinaan | Persentase tindak lanjut atas 1 00% 100,
vang efektif | temuan HPHE, HPIK dan OPTE di

tempat pemasukan dan/atau
pengeluaran (%) )
Persentase tindak lanjur termuan 30% A05%
ketidaksesuaian keamanan
pangan dan pakan; mutu pangan
dan pakan; serte pemasukan/
pengeluaran agensi havall, jonis
asing infasive, PRG, tumbuhan
dan satwa liar, tumbuhan dan
satwa langka serta DG vang tidak
memenuhi persvaratan karantina
di tempat pemasukan dan/atmau
pengeluaran (%) !
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SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
STRATEGIS |  STRATEGIS 2023 2024

88 2: Terwujudnya | Persentase tersedianyva kebijakan 100% | 100%
kebyjakan perkarantinaan sesuai kebutuhan
Perkarantinaan (%a).
vang Efektifl

| 88 3: Terwujudnya | Persentase pelaksanasn layanan 100%: 100%
Layanan perkarantinaan hewan, ikan dan
Perkarantinaan tumbuhan secara efektifl dan
vang Profesional efisien . !
53 4: Persentase penyelesaian kasus a0% | V5%
Memngkatnyva pelanggaran perkarantinaan (%)
Kepatuhan dan
Keterlibatan | Persentase realisasi keterlibatan 50% 75% |
Masvarakat dalam | masvarakat dalam I
Penyelenggaraan penyelenggaraan perkarantinaan
Perkarantinaan (%]
vang Partisipatil |
Td 2, Mewujudkan | Nilai Reformasi Birokrasi Badan 75 Th
tata kelola Badan Karantina Indonesia [nilai)
Karantina
Indonesia vang
Bersih, Efekul, dan
Terpercava - o
53 5 Terwujudnya | Nilai Reformasi Birokrasi Badan 75 76
Tata Kelola Karantina Indonesia (Nilai] - -
Birokrasi vang Opini BPK artas laporan keuangan WTP WTP
Bersih, Efekrifl dan

| Tepercaya
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B. Kerangka Pendanaan

Pelaksanaan tugas, lungsi, kebijakan, strategl dan program serta

pencapaian sasaran membutubkan dukungan pendanaan yang memadai,
pengelolaan dana yang professional, alokasi dan distribusi dana vang tepat
sasaran, cfektif dan efisien, Alokasi dana pada Badan Karantina Indonesia
akan digunakan untuk membiavai kegiatan yang mengasilkan keluaran
berupa kebyakan, sertifikasi, pengawssan dan pengendalian, sarana,
prasarana, sistem informasi pemerintahan, kerja sama, layanan manajemean
internal dan manajemen sumber dava manusia.

Dari sudut pandang ckonomi makro, Kebijakan vang tepat di bidang
perkarantinaan akan memperkuat perlindungan terhadap sumber daya alam
havati dari ancaman hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan,
Dengan demikian, bidang usahs vang memanfaatkan sumber dava alam
hayati seperti usaha di bidang peternakan, perikanan, pertanian dan
kehutanan dapatl terlindungi dari ancaman hama dan penvakit dimaksud.
Kondisi wilayah yang aman dari ancaman hama dan penyakit dapat
menambah keyakinan swasta lermasuk investor untuk mengembangkan
ismis dibidang peternakan, pertanian dan perikanan di wilavah Indonesia.

Selain aspek perlindungan, kebijakan perkarantinaan juga dapat
berperan sebagai instrument perdagangan dengan memberikan justifikasi
logis berupa mlasan kesehatan komoditas, hama dan penyakit ataupun
alasan keamanan pangan dan pakan atas kemoditas. Dengan justifikasi logis
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terscbul dapal digunakan sebaga: slasan untuk menolak atau menerima
komoditas howan, ikan dan tumbuhan darn luar negert atau rn-:tyal-:inkan
negara mitra dagang untuk menerima gomoditas dar Indonesia. Salah satu
bentuk pemanfastan Karanbina sebaga mstrumenl perdagangan adalah
dukungan ekspor melaluw scriifikasi karanuna ckspor untuk memastikan
dan memberikan jaminan bahwa komoditas yang dikinim ke negara lan
sudah memenuhi persyaratan karantina negara tujuan. Dengan demilaan
komoditas hewan, tkan dan mambuhan dan Indonesia dapat diterima di
negara tujuan ekspor, ierhindar dari penolakan maupun pemusnahan di
negara tujuan. Oleh karena itu kredibilicas sertifikasi karantina Indonesia
harus terus dijaga dengan baik untuk mempertahankan Kepercavaan pasar
luar negeri. Schingga pengawasan dan pengendalian diperlukan untuk
menjaga kredibilitas tersebut, Dengan terjaganys Kepercayaan negara tujuan
ekspor dan pasar luar negeri atas komoditas bewan, ikan dan tumbuhan dan
Indonesia diharapkan ckspor terus berjalan dan membuka peluang untuk
meningkat,

Kebijakan Badan Karantina Indonesia membuka kesempatan kepada
pihak lain termasuk swasta untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan
perkarantinean melalui pelaksanaan tindakan karantina tertentu. Tindakan
karanting 1wrientu tersebul vaite perlakuan dan penvediaan instalasi
karantina untuk pengasingan dan pengamatan. Dalam hal pelaksanaan
tindakan karantina olch pihak lain harus sesuar dengan  ataran,
persyaratan, ketentuan dan standar Bedan Karantina Indonesia. Dengan
metnbuka kesempatan tersebutr selain pelaksanasn tindakan karantina
menjadi erbantu pihak swasta juga akan membuka lapangan usaha dan
lapangan kerja bagi Masyarakal sehingga berkonstribusi mengurangi
DENRANEELTEN

Dengan terjaganya sumber dava alam havati sebagai penyedia sumber
produksi komaditas hewan, ikan dan tumbuhan dan tersedianya pasar luar
negeri, serta terbukenyva lapangan usaha dan lapangan kerja, maka
perekoenomian di svktor peternakan, perikanan dan pertanian dapat ferus
berjalan. Produksi yang memenuhi persvaratan karantina dan keamanan
pangan akan berkonstribusi terhadap kebutuhan dalam negeri, komoditas
vang herkualitas hapgl keseharan masyarakal serta memenuhi standar dan
permintaan negara lujuan ekspor maupun pemenuhan pasar luar negeri.
Kondisi tersebul diharapkan dapat menckan defisit neraca ckspor dan
mpor, vang pada akhirmya dapat menekan inflasi, membuka lapangan kerja
di sektor peternakan, perikanan dan pertanian serta menjaga perekonomian
nasional tétap stabl

Dalam rangka penyvelengearasn perkarantinaan vang baik memerhakan
dukungan sarana, prasarana, ssumber daya manusia, istem nformasi
pemerintahan, kerja sama, serta dukunpgan layanan manajemen internal
vang baik., Ulch karena itu diperfukan dukungan pendgnaan untui
memfasilitasi hal tersebut.

Sumber pendanaan Badan Karesntina Indonesia berasal dan Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN| yang bersumber dari Rupiah Murm (RM)
dan Penerimaan Negara Bukan Pajak [PNBP), Kerangka pendanasn unit
kerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, tidak dapat dipisahkan
dari landasan perencanaan pembangunan vang diatur dalam Undang-
Undang Nomar 25 Tahun 200 tentang sistem perencanaan pembangunan
nasional, Indikasi pendanaan Badan Karantina Indonesia tahun 2024 secara
umum ditunjukkan schagaimana Tabel 6. Secara leninci matrik kinerja dan
pendanaan menurul program dan kegiatan fersaji dalam Lampiran 1.
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BAR V PENUTUP

Eencana Stralegis Badan Karantina Indonesia Tahun 2024 disusun dengan
memperiimbangkan tugas dan lungsi schagal amanah Undang-undang No. 21
tahun 2019 tentang Karantina Hewan, |kan dan Tumbuhan, Peraturan
Pemerinitah Nomor 29 tahun 2023 tentang karantina Hewan, lkan dan
Tumbuhan, Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 fentang Badan Karantina
Indonesia.

Rencana strategis Badan Kargnlina Indonesia ind digunakan sebagai acuan
dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaiean terhadap kinerja dari seluruh
glemen di Badan Karantina Indonesia. Apabila dikemudian harn diperlukan
adanya perubahan pada Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia, akan
dilabukan penyvempurnaan schagaimana semestinya,
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